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ABSTRAK 

Ardi Aryanto, 2020. Tinjauan Hukum Islam terhadap Hutang Piutang Bersyarat di Desa 

Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan. Skripsi. Jurusan 

Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. 

Kata Kunci: Qarḍ, Hutang Piutang Bersyarat, muqriḍ, muqtariḍ 

Di Desa Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan, terdapat 

hutang piutang bersyarat yang dilakukan antara petani selaku peminjam uang dengan 

pengepul selaku pemberi hutang. Diawali oleh petani yang membutuhkan modal usaha 

untuk bercocok tanam padi. Kemudian petani menemui pengepul untuk berhutang uang 

sesuai dengan nominal yang dibutuhkan. Pada saat akad, pengepul memberikan syarat 

kepada petani agar pembayaran harus berupa hasil panen dan terdapat pengurangan harga 

jual hasil panen berkisar Rp. 300-Rp. 400/Kg sesuai kesepakatan. Dalam praktik hutang 

ini, juga terdapat wanprestasi atau gagal membayar hutang oleh Petani kepada Pengepul 

pada waktu yang telah disepakati. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Tinjauan Bagaimana Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Akad Hutang Piutang Bersyarat Di Desa Lembeyan Kulon 

Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan ? (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Wanprestasi Dalam Hutang Piutang Bersyarat Di Desa Lembeyan Kulon 

Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan ? 

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan 

yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang 

digunakan adalah metode Miles dan Huberman yaitu melakukan reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan simpulan secara bersamaan. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa pertama akad hutang piutang yang 

dilakukan antara petani dengan pengepul tidak sesuai dengan hukum Islam yang 

mengaturnya. Hal tersebut terjadi karena terdapat syarat pembayaran yang harus berupa 

hasil panen dan pengurangan harga jual hasil panen oleh pengepul. Serta termasuk syarat 

fāsid  yang mufsid  sehingga dapat membatalkan akad dan menjadi ribā qarḍ. Jadi, secara 

tegas praktik hutang piutang tersebut dilarang dalam Islam dan hukumnya menjadi haram 

untuk dilakukan. Kedua, untuk wanprestasi yang mana petani membayar hutang melebihi 

waktu tempo yang disepakati, sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Karena sudah ber-

itikad baik dan memberi kejelasan kepada Pengepul untuk membayar hutang walaupun 

tidak sesuai waktu tempo yang telah disepakati. Sedangkan untuk wanprestasi dimana hasil 

panen yang seharusnya dibayarkan pada waktu yang telah disepakati, sengaja tidak 

dibayarkan kepada Pengepul malah digunakan untuk kebutuhan lain, maka hal tersebut 

sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Karena hutang Petani tersebut sudah dibebaskan 

oleh Pengepul. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia dikenal mancanegara sebagai negara agraris, yakni negara yang 

penggerak utama perekonomiannya berada di sekor pertanian. Berdasarkan data 

Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013, total seluruh Petani di Indonesia 

mencapai 31, 70 juta orang dan  terbagi ke dalam beberapa sektor.
1
 Dengan di 

dukung wilayah geografis yang tepat, iklim tropis, dan tanah vulkanis yang subur 

membuat pertanian menjadi sektor perekonomian yang paling menjanjikan. 

Namun akhir-akhir ini sektor pertanian mengalami penurunan secara drastis, 

akibatnya berimbas pada penurunan hasil pertanian. Sehingga menyebabkan 

ketergantungan negara untuk impor.
2
 Pada tahun 2019, dari 264 juta penduduk di 

Indonesia hanya terdapat 4 juta orang petani.
3
 Jumlah yang sangat 

memprihatinkan untuk negara yang makanan pokoknya adalah nasi. Ada banyak 

masalah penyebab penurunan pertanian di Indonesia.   

Masalah yang sering peneliti dengar secara langsung dari petani khususnya 

petani padi adalah harga jual yang tidak sepadan dengan modal yang harus 

                                                      
1
 I Ketut Suratha, “Krisis Petani Berdampak Pada Ketahanan Pangan Di Indonesia,” Media 

Komunikasi Geografi, Vol. 16, No. 1, (2015),  67. 
2
 Gusti, “Sektor Pertanian Menurun, Sudah Saatnya Petani Diperhatikan,” dalam 

https://ugm.ac.id/id/berita/16844-sektor-pertanian-menurun-sudah-saatnya-petani-diperhatikan, 

(diakses pada 18 November 2020, jam 08.37).  
3
 Adi Ahdiat, “Dari 264 Juta Penduduk Indonesia, Petani Hanya Tinggal 4 Juta Orang,” 

dalam,https://m.kbr.id/nasional/05_2019/dari_264_juta_penduduk_indonesia_petani_hanya_tinggal_4

_juta_orang/99444.html, (diakses pada 18 November 2020, jam 08.40). 

https://ugm.ac.id/id/berita/16844-sektor-pertanian-menurun-sudah-saatnya-petani-diperhatikan
https://m.kbr.id/nasional/05_2019/dari_264_juta_penduduk_indonesia_petani_hanya_tinggal_4_juta_orang/99444.html
https://m.kbr.id/nasional/05_2019/dari_264_juta_penduduk_indonesia_petani_hanya_tinggal_4_juta_orang/99444.html
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dikeluarkan petani dari menanam hingga panen tiba.
1
 Bisa dibayangkan berapa 

banyak kebutuhan petani, mulai dari upah buruh (saat tanam dan panen), biaya 

pupuk, biaya pengairan bahkan akan ada biaya tambahan lagi apabila terjadi 

serangan hama. Maka akan menjadi masalah serius apabila setiap musim panen, 

petani sama sekali tidak mendapatkan keuntungan bahkan tidak balik modal. Hal 

ini bisa menghambat petani di musim tanam berikutnya. Dan masalah di atas satu 

di antara masalah lain yang menyebabkan penurunan pertanian di Indonesia. 

Namun apabila petani tetap kekeh ingin menanam di musim tanam selanjutnya, 

maka solusi mereka adalah berhutang modal kepada orang lain. Karena modal 

yang diperlukan dari menanam hingga panen tidak sedikit, maka biasanya yang 

bersedia, mampu, dan mudah memberikan modal tersebut secara cash ialah 

pengepul. Alasan petani memilih berhutang kepada pengepul ialah, karena 

transaksinya yang tidak ribet, akses yang dekat dari rumah petani, dan tidak 

banyak memiliki aturan dibandingkan dengan perbankan yang memiliki proses 

dan aturan yang rumit.
2
   

Bahwa Allah SWT, menganjurkan orang-orang yang memiliki harta lebih 

untuk memberi hutang kepada orang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, 

sebagai bentuk pendekatan (ibadah) kepada Allah SWT. Karena memberi hutang 

berarti memberi manfaat kepada orang lain yang berhutang untuk memenuhi 

kebutuhan dan mengatasi kesulitannya.
3
 Hutang piutang dalam Islam disebut 

                                                      
1
 Narto, Hasil Wawancara, Magetan 24 oktober 2020 

2
 Narto, Hasil Wawancara, Magetan 24 Oktober 2020. 

3
 Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, Ensiklopedia Fiqih Muamalah, terj. Miftahul 

Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), 156. 
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qarḍ, secara etimologi qarḍ berarti al-qat‟u (potongan). Secara terminologi, qarḍ 

adalah: 

1. Menurut Ulama Hanafiyah, qarḍ adalah sesuatu yang diberikan seseorang dari 

harta mitsli (yang memiliki kesamaan) untuk memenuhi kebutuhannya. 

2. Menurut Rahmad Syafe’I, qarḍ adalah akad tertentu dengan membayarkan 

harta mitsli kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.  

3. Menurut Sholeh, qarḍ adalah utang yang melibatkan barang atau komoditi 

yang boleh dianggarkan dan diganti mengikuti timbangan, sukatan, atau 

bilangan. Si penghutang bertanggung jawab untuk memulangkan obyek yang 

sama atau serupa dengan apa yang diterimanya tanpa ada tambahan terhadap 

harta yang dipinjamkan.
4
       

Namun berhutang kepada pengepul tidak akan sama dengan berhutang di 

tetangga, teman ataupun saudara, karena pengepul menyelipkan keuntungan di 

setiap transaksinya. Seperti praktik hutang piutang bersyarat di Desa Lembeyan 

Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan. Dimana terdapat transaksi 

hutang piutang antara petani dan pengepul. Latar belakang petani berhutang uang 

kepada pengepulpun sama dengan permasalahan di atas, yakni tidak punya modal 

sama sekali untuk menanam di saat musim tanam tiba. 

 Menurut Bapak Narto selaku pengepul, dalam transaksi hutang piutang 

bersyarat ini juga terdapat keuntungan yang diperoleh oleh pengepul. Alasan 

mengambil keuntungan ialah agar sama-sama mendapatkan manfaat. Dan untuk 

alur transaksinya ialah, diawali oleh petani yang tidak punya atau kekurangan 

                                                      
4
 Dr. Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015),  

231-232.  
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modal untuk menggarap lahan. Kemudian petani menemui pengepul untuk 

meminjam sejumlah uang yang dibutuhkan. Lalu, terjadi akad antara petani dan 

pengepul. Di dalam akad tersebut, misalnya petani meminjam uang sebesar Rp. 

4.500.000 kepada pengepul dan pengepul menyanggupinya.  

Namun pengepul memberikan syarat agar kelak ketika sudah waktu panen 

tiba atau pada tempo yang telah disepakati, maka petani harus menjual hasil 

panennya. Pengepul tidak akan menerima pelunasan hutang dengan uang, dia 

hanya menerima pelunasan dengan hasil panen. Tidak hanya itu, pengepul juga 

mensyaratkan pengurangan harga setiap kilo gramnya pada gabah petani, 

walaupun harga pasaran gabahnya belum jelas sehingga disesuaikan dengan 

harga saat panen tiba. Tetapi untuk nominal pengurangannya sesuai kesepakatan 

antara petani dan pengepul.
5
  

Dalam akad di atas, terlihat secara jelas adanya syarat yang diwajibkan 

kepada petani oleh pengepul yakni yang pertama, harus menjual hasil panennya 

kepada pengepul, yang kedua pengepul tidak menerima pelunasan dengan uang 

dan hanya mau dengan hasil panen, yang ketiga harus ada pengurangan harga 

jual hasil panen petani setiap kilogramnya dan untuk nominalnya sesuai 

kesepakatan kedua belah pihak. Jadi kalau ditelaah lebih lanjut, maka transaksi di 

atas termasuk dalam kategori hutang piutang bersyarat. 

Di dalam Islam, hutang piutang dilakukan atas dasar tolong menolong, 

sehingga dilarang mengambil keuntungan secara sepihak, kecuali jika itu tidak 

dipersyaratkan oleh pemberi hutang (Muqtariḍ). Bahkan dalam syarat sah qarḍ 

                                                      
5
 Narto, Hasil Wawancara, Magetan 24 Oktober 2020. 
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hendaknya tidak terdapat manfaat (imbalan) bagi orang yang meminjamkan.
6
 

Dan apabila pemberi hutang (Muqtariḍ) tetap mengambil manfaat dari qarḍ 

maka akan jatuh kepada ribā. Ribā adalah sebuah akad yang terjadi atas 

penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran 

syara’, ketika berakad atau dengan mengakhiri tukaran kedua belah pihak atau 

salah keduanya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah 275,
7 

                    

                         

                           

                           

    8    
 

“Orang-orang yang memakan ribā tidak dapat berdiri melainkan seperti 

berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila. Yang demikian 

itu, karena mereka berkata (berpendapat), bahwa jual beli itu sama 

dengan ribā, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan ribā. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya 

lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya menjadi miliknya 

dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka 

mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”
9
 

 

                                                      
6
 Dimyauddin Djuwaini, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 256. 

7
 Nur Dinah Fauziyah dkk, Etika Bisnis Syariah, (Batu: Literasi Nusantara, 2019), 22. 

8
 Al-Qur’ān, 2: 275 

9
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟ān dan Terjemahannya, (Surakarta: Media Insani 

Publising, 2007), 47. 
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Menurut Ibnu al-Jauziyah dalam kitab I˯lām al-Muwaqq i<‟in an Rabbil 

„ālamīn, ribā dibagi menjadi dua bagian, ribā jali dan ribā khafi. Ribā Jali sama 

dengan ribā nasi‟ah dan ribā khafi merupakan jalan yang menyampaikan kepada 

ribā Jali. Ribā fadli ialah berlebih salah satu dari dua pertukaran yang diperjual 

belikan. Sedangkan ribā nasi‟ah adalah yang pembayarannya atau penukarannya 

berlipat ganda karena waktu diundurkan. 
10

 

Hutang piutang bersyarat di Desa Lembeyan Kulon yang dilakukan oleh 

petani dan pengepul sudah dilakukan sejak lama. Mereka melakukan hutang 

piutang tersebut secara turun temurun dari orang tua mereka. Namun tidak ada 

yang tahu pasti sejak kapan transaksi itu ada. Yang jelas, mereka melakukan 

praktik tersebut atas dasar tolong menolong. Walaupun terdapat syarat di dalam 

hutang piutangnya. Karena akad tersebut masih bersifat tradisional, maka tidak 

terdapat perjanjian tertulis, jaminan dan saksi di saat terjadi akad. Akibatnya 

menurut Pak Narto, dia sering mengalami kerugian karena petani (Muqtariḍ) 

tidak membayar hutangnya atau istilahnya wanprestasi kepadanya.
11

 Padahal 

Islam mewajibkan membayar hutang, agar disaat meninggal dunia tidak dalam 

keadaan masih menanggung beban hutang.
12

 Dalam hukum Islam dianjurkan 

terdapat perjanjian tertulis dan saksi dengan ketentuan, dua orang laki-laki, jika 

tidak ada, boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang disepakati oleh 

                                                      
10

 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002),  278-279. 
11

 Narto, Hasil Wawancara, Magetan 24 Oktober 2020. 
12

 Ibid., 172. 
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kedua belah pihak.
13

 Fungsi perjanjian tertulis dan saksi ialah untuk berjaga-jaga 

apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.  

Berangkat dari paparan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam 

mengenai hutang piutang bersyarat yang ada di desa Lembeyan Kulon, 

Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan dalam bentuk skripsi dengan 

membandingkannya dengan teori hukum Islam, mengenai boleh atau tidaknya 

akad dan wanprestasinya apabila dilihat dari kacamata hukum Islam. Dengan 

judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Bersyarat Di 

Desa Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan penelitiannya yakni sebagai berikut : 

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad hutang piutang bersyarat di 

Desa Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan ? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi dalam hutang piutang 

bersyarat di Desa Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten 

Magetan ? 

 

 

                                                      
13

 Ady Cahyadi, “Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam,” Jurnal  Bisnis dan 

Manajemen, Vol. 4, No. 1, (2014), 72. 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah di atas, maka untuk tujuan atau hal 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad hutang piutang 

bersyarat di Desa Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten 

Magetan. 

2. Untuk Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi dalam hutang 

piutang bersyarat di Desa Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan 

Kabupaten Magetan. 

D. Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif kepada 

para pihak, adapun untuk penjelasan manfaatnya adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Dari hasil penelitian ini, semoga dapat menyumbangkan pemikiran yang 

nantinya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya hukum ekonomi syariah dalam bidang hutang 

piutang (qarḍ). 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Masyarakat 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pandangan dan 

gambaran kepada masyarakat, mengenai praktik hutang piutang bersyarat 

ditinjau dari teori hukum Islam. Dan agar masyarakat lebih sadar akan 
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pentingnya praktik hutang piutang yang sesuai dengan hukum Islam 

supaya bisa terhindar dari haramnya ribā.   

b. Bagi Penghutang 

Diharapkan hasil penelitian ini memberikan kontribusi pengetahuan 

tentang praktik hutang piutang dalam Islam bagi orang yang 

berhutang/Muqtariḍ serta mengedukasi agar lebih berhati-hati dalam 

berhutang. 

c. Bagi Pemberi Hutang  

Diharapkan hasil penelitian ini memberikan pengetahuan bagi 

pemberi hutang/Muqriḍ tentang tata cara memberi hutang yang 

dianjurkan dan dilarang dalam Islam agar terhindar dari haramnya ribā. 

E. Telaah Pustaka 

Sebagai bukti bahwa karya penulis orisinil dan bebas dari plagiasi atau 

sebagai pembenda dari hasil penelitian yang sejenis maka penulis paparkan hasil 

peneletian terdahulu yakni sebagai berikut : 

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Lailatul Ulfiana yang berjudul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Transaksi Ngijo Di Desa Sumberbendo Kecamatan 

Saradan Kabupaten Madiun”, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) 

Bagaimana akad dalam transaksi ngijo di Desa Sumberbendo Kecamatan 

Saradan Kabupaten Madiun? dan (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 

transaksi ngijo di Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun?  

Masalah penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap transaksi hutang piutang 
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(qarḍ) sistem ngijo antara petani dan pengepul yang menguntungkan salah satu 

pihak. 
14

  

Dan yang menjadi masalah dalam praktiknya adalah, disaat melakukan 

pelunasan, petani harus memberikan hasil panen, misalnya hasil panen 1 ton 

dengan harga pasar Rp. 1.500.000 (Rp.1.500/Kg) maka disaat hasil panen 

diserahkan pengepul berubah menjadi Rp. 1200.000. lalu terdapat tambahan 

nominal hutang, misalnya hutang untuk beli pupuk dengan harga pasaran 

Rp.100.000 maka pengepul akan menambahkan nominal hutang petani menjadi 

Rp. 120.000.
 
Hasil penelitian ini bahwa transaksi ngijon yang dilakukan tidak 

sesuai dengan ketentuan syariat Islam karena dinilai merugikan petani serta 

menerapkan ribā di dalam transaksinya.
15

 Perbedaannya dengan skripsi penulis 

yakni dari segi praktiknya dimana dalam skripsi ini terdapat ketentuan jika 

hutang uangnya untuk beli pupuk, maka pengepul akan menambahkan nominal 

hutang petani. Dari segi pembahasan, skripsi penulis terdapat analisis 

wanprestasi sedangkan skripsi ini tidak ada. 

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nur Afifatun Nadhiroh yang berjudul 

“Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Sitem Ijo (Ngijo) Di Desa 

Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun.” Rumusan masalah dalam 

penelitian yaitu: (1) Bagaimana praktik utang piutang sistem ijo (ngijo) di Desa 

Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun? (2) Bagaimana analisis 

                                                      
14

 Lailatul Ulfiana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Ngijo Di Desa 

Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun,” Skripsi (Surabaya: Universitas Islam Negeri 

Sunan Ampel, 2018), vii. 
15

 Ibid. 
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hukum Islam terhadap utang piutang sistem ijo (ngijo) di Desa Sebayi 

Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun? Masalah penelitian ini memfokuskan 

kajiannya terhadap hutang piutang (qarḍ) dimana transaksi diawali petani 

meminjam uang kepada pengepul, uang tersebut akan dibayar dengan padi.
 16

   

Yang menjadi masalah dalam transaksinya adalah tidak adanya saksi saat 

transaksi, tidak terdapat pencatatan hutang yakni akad hanya berupa lisan saja, 

terdapat perbedaan nilai yang dipinjam dengan pelunasan (lebih tinggi 

pelunasan), yakni perhitungannya untuk hutang Rp. 200.000 maka petani harus 

membayar 1 kwintal hasil panen. Serta terdapat tambahan 5% apabila petani 

gagal panen.
 
Hasil penelitian ini adalah bahwa transaksi hutang piutang sistem 

ngijo di atas tidak sesuai dengan hukum Islam karena menerapkan Ribā nasi‟ah 

yang berarti haram hukumnya. Perbedaannya dengan skripsi penulis yakni dari 

segi praktiknya dimana dalam skripsi ini terdapat ketentuan tambahan 5% 

apabila petani gagal panen. Dari segi pembahasan, skripsi penulis terdapat 

analisis wanprestasi sedangkan skripsi ini tidak ada. 

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Amelia Andriyani yang berjudul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat Studi Kasus Di Desa 

Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang.” Rumusan 

masalah dalam penelitian yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan transaksi utang-

piutang di Di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang 

Bawang? Dan (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang transaksi transaksi 

                                                      
16

 Nur Afifatun Nadhiroh, “Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Sitem Ijo 

(Ngijo) Di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun,” Skripsi (Surabaya:  Universitas 

Islam Negeri Sunan Ampel, 2015), v. 
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utang-piutang di Di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten 

Tulang Bawang?. Masalah penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap 

hutang piutang (qarḍ) dimana transaksinya dilakukan oleh masyarakat yang 

berhutang (debitur) dengan juragan (kreditur). Dalam hutang piutang tersebut, 

juragan (kreditur) memberikan syarat kepada penghutang (debitur) yaitu debitur 

yang berhutang harus mempunyai tambak ikan, pembayaran hutang harus dengan 

hasil panen milik penghutang (debitur). Misalnya objek pembayaran hutangnya 

ialah ikan bandeng dengan harga pasarannya per kilo Rp. 10.000 maka juragan 

(kreditur) hanya akan membeli bandeng tersebut seharga Rp. 8000, dan debitur 

harus berhutang di atas Rp. 3000.000. 
17

 

Hasil penelitian ini adalah transaksi hutang piutang bersyarat yang dilakukan 

Di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang, 

tidak sesuai dengan hukum Islam karena kreditur dianggap mengambil manfaat 

secara sepihak dan merugikan debitur.
 
Perbedaannya dengan skripsi penulis 

yakni dari segi praktiknya dimana dalam skripsi ini terdapat ketentuan debitur 

harus berhutang di atas Rp. 3000.000. Dari segi pembahasan, skripsi penulis 

terdapat analisis wanprestasi sedangkan skripsi ini tidak ada.  

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Mardiah Nasution yang berjudul “Hukum 

Hutang Piutang Bersyarat Antara Petani Dan Tauke Padi Menurut Tokoh Al-

Washliyah Dan Tokoh Muhammadiyah Di Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten 

Labuhanbatu Utara.” Rumusan masalah penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana 

                                                      
17

 Amelia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat Studi Kasus 

Di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang,” Skripsi (Lampung: 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), 43. 



13 

 

 

hukum hutang-piutang bersyarat antara petani dan tauke padi di Kecamatan 

Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara?, (2) Bagaimana pendapat tokoh Al-

Washliyah dan tokoh Muhammadiyah tentang hukum hutang-piutang bersyarat 

antara petani dan tauke padi di Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu 

Utara? Dan (3) Pendapat mana yang paling relevan untuk diterapkan padi di 

Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara dari kedua pendapat 

tersebut setelah diadakan munaqasyah adillah?. 
18

 

Masalah penelitian ini menfokuskan kajiannya terhadap hutang piutang 

(qarḍ) bersyarat antara petani dengan tauke. Transaksi diawali oleh petani yang 

tidak mempunyai lahan untuk menanam padi. Kemudian petani meminjam lahan 

kepada tauke. Namun tauke mensyartakan kepada petani dalam pembayaran 

hutangnya harus menjual hasil panennya kepada petani dan dengan harga di 

bawah pasaran.
 
Hasil dari penelitian ini adalah transaksi hutang piutang bersyarat 

di Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara tidak sesuai hukum 

Islam dan dinilai ribā karena melakukan hutang piutang berbunga dan 

mendatangkan manfaat secara sepihak hingga merugikan salah satu pihak.
 

Perbedaannya dengan skripsi penulis yakni dari segi praktiknya dimana dalam 

skripsi ini objek hutang piutangnya berupa lahan untuk digarap petani dan nanti 

saat panen tiba harus menjual hasil panennya dengan harga di bawah pasaran. 

Dari segi pembahasan, skripsi penulis terdapat analisis wanprestasi sedangkan 

                                                      
18

 Mardiah Nasution, “Hukum Hutang Piutang Bersyarat Antara Petani Dan Tauke Padi 

Menurut Tokoh Al-Washliyah Dan Tokoh Muhammadiyah Di Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten 

Labuhanbatu Utara,” Skripsi (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2018), 84. 
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skripsi ini tidak ada  dan dalam skripsi ini menggunakan tokoh agama setempat 

untuk menjawab rumusan masalah. 

F. Metode Penelitian  

Sebagai cara yang valid untuk memperoleh data penelitian yang nantinya 

digunakan untuk menjawab rumusan masalah, maka dalam penelitian ini 

menggunakan metode penelitian : 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, jika 

dilihat dari tempat perolehannya adalah berjenis field research/penelitan 

lapangan.
19

 Dimana melakukan penelitian secara langsung di desa 

Lembeyan Kulon untuk mengumpulkan datanya. Dan untuk jenis datanya 

termasuk ke dalam penelitian kualitatif karena menghasilkan data 

deskriptif berupa lisan atau kata-kata yang diperoleh dari narasumber.
20

  

b. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan normatif yakni penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-

kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepkan sebagai norma atau 

kaidah.
21

 Dalam hal ini penulis menggunakan teori hukum Islam 

                                                      
19

Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi 

Media Publishing, 2015), 11. 
20

 Ibid., 28. 
21

 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Tangerang: Unpam Press, 2018),  57. 
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mengenai qarḍ (hutang piutang) di dalam penelitiannya sebagai problem 

solving.   

2. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran penulis dalam penelitian ini, sebagai seorang pengumpul inti 

dari data penelitian. Serta sebagai pengamat penuh, yakni penulis dengan 

bebas mengamati secara jelas subjeknya dari belakang.
22

 Di sini penulis 

melakukan pengumpulan data berupa pengamatan, wawancara dan 

menghimpun dokumen secara langsung dari subjek penelitian yang terkait 

dengan objek penelitian yaitu hutang piutang bersyarat di Desa Lembeyan 

kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah di Desa Lembeyan 

Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan. Alasan penulis 

mempertimbangkan tempat tersebut menjadi lokasi penelitian ialah, karena 

adanya transaksi yang khas dan dilakukan secara turun temurun di desa 

tersebut, yakni transaksi hutang piutang bersyarat antara petani dengan 

pengepul. Serta terdapat gap antara teori qarḍ dengan praktiknya di lapangan 

yang berupa hutang piutang bersyarat yang dilakukan oleh petani dan 

pengepul.  

 

 

 

                                                      
22

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2006), 177. 
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4. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Dalam proses penelitian ini, agar penulis bisa menyelesaikan dan 

menjawab permasalahan yang ada, maka penulis memerlukan data-data. 

Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan 

masih memerlukan adanya suatu pengolahan.
23

 Data yang diperlukan 

penulis untuk menjawab dua rumusan masalah penelitian yaitu: 

1) Data terkait akad hutang piutang bersyarat dari awal akad sampai 

akhir. 

2) Data terkait wanprestasi dalam hutang piutang bersyarat. 

b. Sumber Data 

Dalam proses penelitian ini, terdapat 2 sumber data yang digunakan 

penulis yaitu : 

1) Sumber data primer yaitu data langsung yang diperoleh dari sumber 

pertama atau sumber asli yang memuat data penelitian.
24

 Sumber data 

primer penulis adalah berupa hasil wawancara, observasi, dan 

dokumentasi dengan petani dan pengepul yang melakukan akad 

hutang piutang bersyarat di Desa Lembeyan Kulon Kecamatan 

Lembeyan Kabupaten Magetan. 

2) Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang 

bukan asli mengenai informasi penelitian.
25

 Dokumen tambahan 

                                                      
23

 Ibid., 67. 
24

 Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 71. 
25

 Ibid. 
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tertulis sebagai pendukung data primer yang berkaitan dengan 

masalah penelitian yakni berupa data kondisi umum tempat 

penelitian baik geografis dan sosiologisnya. 

5. Tekhnik Pengumpulan Data 

Adapun tekhnik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam 

memperoleh data penelitian yaitu : 

a. Wawancara 

Wawancara adalah tekhnik penelitian yang dilakukan dengan 

percakapan oleh dua orang atau lebih yang bertujuan untuk memperoleh 

suatu keterangan. 
26

 Dalam hal ini ketika melakukan wawancara dengan 

subjek penelitian, penulis menggunakan teknik wawancara terpimpin dan 

tak terpimpin. Wawancara terpimpin adalah wawancara terarah 

sedangkan wawancara tak terpimpin adalah wawancara yang tak 

terarah.
27

Adapun narasumbernya dari Pengepul yaitu Bapak Narto dan 

dari Petani yaitu Bapak Pur, Bapak Surat, Bapak Yono, Bapak Sudar, 

Bapak AHD (Nama Samaran) dan Bu Surati. 

b. Observasi  

Observasi merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan 

data dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek penelitian. 

Kegiatan observasi bisa dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
28

 

                                                      
26

 Salim dan Syahrum, Metodologi Penelitian Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, 

Keagamaan, Dan Pendidikan, (Bandung: Citapustaka Media, 2007), 119. 
27

 Ibid., 140. 
28

 Hardani, dkk, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu 

Group, 2020),  125. 
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Dengan metode ini, penulis melakukan pengamatan kepada Pak Narto 

selaku Pengepul yang melakukan survey terhadap sawah milik Petani 

yang berhutang  kepadanya dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan 

dalam membayar hutang. Serta mengamati pada saat penyerahan uang 

oleh Pak Narto kepada Petani. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu bentuk catatan tertulis tentang berbagai 

kegiatan, intinya semua dokumen yang berkaitan dengan penelitian perlu 

dicatat sebagai sumber informasi penelitian.
29

 Dalam hal ini, yang 

menjadi dokumentasi dalam penelitian penulis adalah catatan mengenai 

contoh cara perhitungan pembayaran hutang dari Bapak Narto dan catatan 

geografis dan sosiologis Desa Lembeyan Kulon dari Bapak Manto selaku 

Carik. 

6. Analisis Data  

Tekhnik yang digunakan penulis dalam hal analisis data ialah dengan 

model Miles dan Huberman. Secara teoritis model Miles dan Huberman ada 

tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan simpulan. Reduksi data artinya data harus dirampingkan, 

dipilih mana yang penting, disederhanakan, dan diabstrasikan.
30

 Data yang 

penulis kumpulkan baik wawancara, observasi, dan dokumentasi dipilah 

untuk menemukan dan memisahkan data yang terpilih dan data yang tak 

digunakan.  

                                                      
29

 W. Gulo, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2002), 83. 
30

 Ibid., 163. 
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Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan.
31

 

Model yang penulis gunakan dalam penyajian data ialah matrix tata peran 

yakni mendeskripsikan pendapat, sikap, kemampuan dari berbagai pemeran. 

Misalnya barisnya berupa pengepul dan petani lalu pada kolomnya disajikan 

metodenya berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

Penarikan simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang 

menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian 

sebelumnya.
32

 Model yang penulis gunakan ialah model alir yakni melakukan 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan secara bersamaan. 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Supaya keabsahan penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan, maka 

penulis melakukan pengecekan keabsahan data. Tekhnik yang penulis 

gunakan dalam pengecekan keabsahan data adalah tekhnik triangulasi 

(triangulation). Triangulasi adalah informasi yang diperoleh dari beberapa 

sumber di periksa silang yakni antara data wawancara dengan data 

pengamatan dan dokumen.
33

 Dalam hal ini, penulis memeriksa dan 

membandingkan data hasil wawancara dari pengepul dan petani dengan data 

observasi dan dokumentasi untuk mengetahui valid atau tidaknya data.  

                                                      
31

 Ibid., 167. 
32

 Ibid., 171. 
33

 Ibid., 166. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan skripsi ini dijabarkan menjadi lima bab yang setiap bab nya 

mempunyai karakter pembahasan tersendiri mengenai pokok masalah penelitian. 

Adapun pembasannya sebagai berikut: 

Bab pertama adalah pendahuluan, sebagai bab awal yang menjelaskan secara 

umum dan kesseluruhan, mengenai penelitian yang dilakukan oleh penulis. Bab 

ini terdiri dari latar belakang masalah sampai dengan sistematika pembahasan. 

Bab kedua adalah landasan teori, pada bab ini menjelaskan mengenai teori 

yang digunakan sebagai pemecahan masalah terhadap penelitian. Bab ini terdiri 

dari definisi qarḍ, landasan hukum qarḍ, syarat qarḍ, rukun qarḍ, hukum 

pemanfaat qarḍ, etika hutang piutang dalam Islam dan wanprestasi dalam Islam 

Bab ketiga adalah penyajian data, pada bab ini menjelaskan secara rinci hasil 

penelitian penulis di lapangan mengenai transaksi hutang piutang bersyarat di 

Desa Lembeyan Kulon, dari awal akad hingga pelunasan serta wanprestasi dalam 

hutang piutangnya berdasarkan perspektif informan/narasumber.  

Bab keempat adalah analisis data, dalam bab ini, seluruh hasil data penelitian 

mengenai hutang piutang bersyarat dan wanprestasinya yang telah dikumpulkan 

penulis, dianalisis dengan menggunakan landasan teori hukum Islam yaitu qarḍ. 

Untuk menemukan jawaban dari rumusan permasalahan yang diteliti penulis. 

Bab kelima adalah penutup, bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian, 

dimana menarik semua pembahasan dari bab-bab sebelumnya menjadi sebuah 

kesimpulan yang ringkas dan mudah di fahami. Kemudian terdapat pendapat dari 

penulis berupa saran terhadap objek dan subjek penelitian untuk kedepannya.
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BAB II 

QARḌ 
 

A. Pengertian Qarḍ 

Secara bahasa, qarḍ adalah bentuk masdhar dari kata qaraḍa asy-syai‟-

yaqriḍu, yang bermakna dia memutuskannya.
1
 Qarḍ berarti al-qat‟u yakni 

potongan. Harta yang dibayarkan kepada muqtariḍ dinamakan qariḍ sebab 

merupakan potongan dari harta muqriḍ.
2
 Secara umum qarḍ adalah 

pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, 

atau sebagai pinjaman tanpa mengharapkan imbalan.
3
 Sedangkan 

berdasarkan menurut ulama’ yaitu : 

 

1. Menurut Malikiyah 

“Qarḍ adalah seseorang menyerahkan kepada pihak lain sesuatu 

yang memiliki nilai ekonomis dari aspek tidak ada ketentuan kebolehan 

pinjaman dan tidak dihalalkan bagi yang meminjamkan menuntut kepada 

orang yang meminjam adanya kompensasi yang dihubungkan dengan 

hutang yang diberikannya.”
4
 

 

                                                      
1
 Panji Adam, Fikih Muamalah Maliyah Konsep, Regulasi, dan Implementasi, (Bandung: 

PT Refika Aditama, 2017), 233. 
2
 Ibid., 231. 

3
 Djoko Muljono, Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah, 

(Yogyakarta: Andi, 2015), 195. 
4
 Ibid., 234. 



22 

 

 

2. Menurut Hanafiyah 

“Qarḍ adalah sesuatu yang diberikan dari harta mitsli (harta yang 

terdapat padanannya di pasaran) untuk diutangkan. Atau dengan 

ungkapan lain, qarḍ adalah akad tertentu untuk menyerahkan harta mitsli 

kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikannya dengan nilai 

yang sama.”
5
 

3. Menurut Syafi’iyah,  

“Qarḍ adalah pemilikan sesuatu atas dasar dikembalikan dengan 

nilai yang sama.”
6
 

4. Menurut Hanabilah 

“Qarḍ adalah menyerahkan harta kepada orang yang memanfaatkan 

dengan ketentuan ia mengembalikan gantinya (dengan nilai yang sama).”
7
    

5. Menurut Dr. Wahbah al-Zuhaili 

“Secara bahasa qarḍ artinya potongan, dikatakan demikian karena 

harta yang diserahkan kepada orang yang berutang secara potongan 

karena orang yang mengutangkan memotong dari sebagian harta yang dia 

miliki. Qarḍ merupakan bentuk isim mashdar, dikatakan juga dengan al-

salaf.
8
 Qarḍ berarti pemilikan sesuatu pada yang lain, yang dalam 

penggantiannya tidak ada tambahan.”
9
 

 

                                                      
5
 Ibid. 

6
 Ibid. 

7
 Ibid., 235. 

8
 Ibid., 391. 

9
 Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 

144. 
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6. Menurut Abd Al-Rahman al-Jaziri 

“Al-qarḍ memiliki arti memotong, yaitu harta yang diberikan kepada 

orang lain supaya dikembalikan kepadanya maka hal itu dinamakan qarḍ 

 karena harta tersebut dipotong (diambil) dari harta milikmu.”
10

 

7. Menurut pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) 

Qarḍ didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan antara 

lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan 

pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan 

dalam jangka waktu tertentu.
11

 

Jadi qarḍ adalah suatu akad yang dilakukan dua orang atau lebih dan 

diantara dari orang tersebut, mengambil kepemilikan harta milik orang yang 

berakad dan ia menggunakan harta tersebut untuk kepentingan tertentu yang 

kemudian ia harus mengembalikan harta tersebut senilai dengan apa yang 

diambilnya dahulu.
12

 Bentuk akad ini bukanlah akad komersial melainkan 

akad yang bersifat tolong menolong yang dilakukan hanya untuk berbuat baik 

dan ridho Allah Swt.
13

 

B. Landasan Hukum Qarḍ 

1. Al-Qur‟ān  

a. Surat Al-Baqarah ayat 245 

                                                      
10

 Ibid. 
11

 Ibid. 
12

 Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer, (Malang: UIN-

Maliki Press, 2018), 61. 
13
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                          

            14    
"Barang siapa meminjami Allah, dengan pinjaman yang 

baik, Maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya 

dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezki) 

dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”
15

 

 

b. Surat Al-Baqarah ayat 280 

 

                  

            16   
Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam 

kesulitan, Maka berilah tangguh waktu sampai Dia 

memperoleh kelapangan. dan jika kamu menyedekahkan, itu 

lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”
17

 

 

c. Surat Al-Maidah ayat 12 

                     

                      

                 

                
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                      

           18   
 

“Dan Sesungguhnya Allah telah mengambil Perjanjian 

(dari) Bani Israil dan telah Kami angkat diantara mereka 12 

orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya aku 

beserta kamu, Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat 

dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku 

dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah 

pinjaman yang baik. Sesungguhnya aku akan menutupi 

dosa-dosamu. dan Sesungguhnya kamu akan Kumasukkan 

ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-

sungai. Maka Barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah 

itu, Sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.”
19

 

 

 

d. Surat Al-Hadiid ayat 11 

                     

      20  

“Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan 

pinjaman yang baik, Maka Allah akan mengembalikannya 

berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.”
21

 

 

2. Hadis 

a. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim 

  يُرُ غْ فَ رُ  لِلللشَّ لِ يلِ  رُ لُّ  فَ غْ بٍ  لِ شَّ  يشَّ غْ فَ 
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19
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“Seorang yang mati syahid akan diampuni segala dosa-

dosanya kecuali hutang.”
22

 

 

 

b. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari 

 

يفَ  للَّشَّرُ ءفَ غْهرُ  ابلِ بٍ رفَضلِ عفٌَ  ءفَنغْ مُرُفَارلِببٍ ءفَنغْ جفَ ثيُفَنفَا ملِسغْ بلِتٌ حفَيشَّ ثيُفَنفَا ثَفَ حفَيشَّ
يلِ  يُفَ فَ فَا  لِ  فَ فَ  فَ لِ  فَسغْ لِ

شَّ  فَلشَّ   للَّشَّرُ ءفَ فَ غْهلِ  فَ فَلشَّ فَ  لِ  ا   فَ يُفَ غْترُ   نشَّ لِ
 

Telah menceritakan kepada kami Thābit telah 

menceritakan kepada kami Mis’ar  dari Muḥārib dari Jābir 
raḍiyallahu anhu berkata, “Aku menemui Nabi ṣallāllahu 
alayhi wasallam saat beliau berada di masjid, lalu beliau 

membayar hutangnya kepadaku dan memberi lebih 

kepadaku.
23

 

 

c. Hadis yang diriwayatkan oleh Darimi 

لِ  ٌ  بلِيلِرغْ فَفَ غْ   لِ شَّفَا    رِّلِ فَ  لِ   يشَّ غْ لِ  فَاافَ ءفَبغْيرُ  للَّشَّلِ مفَعغْنفَاارُ   لِرغْ فَ

“Sesungguhnya ribā bisa terjadi dalam hutang piutang.” 

Abdullah berkata, “maksudnya adalah satu dirham dengan 

dua dirham.”
24

 

 

3. Ijma’ 

Para Ulama menyatakan bahwa qarḍ diperbolehkan. Qarḍ bersifat 

mandub (dianjurkan) bagi muqriḍ (orang yang mengutangi) dan mubah 
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bagi muqtariḍ (orang yang berhutang). Kesepakatan Ulama ini didasari 

tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan 

sesama.
25

 Tak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia 

butuhkan. Oleh karena itu pinjam meminjam sudah menjadi satu dari 

bagian kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat 

memperhatikan segala kebutuhan umatnya.
26

 

C. Syarat dan rukun qarḍ 

1. Syarat-syarat qarḍ yaitu: 

a. Dua pihak yang berakad, yakni orang yang berutang (Muqtariḍ) dan 

orang yang memberikan pinjaman (Muqriḍ), diisyaratkan:  

1) Bāligh, berakal (tidak gila)  merdeka, tidak dikenakan hajru, 

artinya cakap terhadap hukum. 

2) Muqriḍ, menurut ulama Syafi’iyah, ahliyah (kecakapan atau 

kepantasan) pada akad qarḍ harus dilandasi rasa kerelaan, dan 

bukan dengan paksaan.
 27

 

Jadi, apabila mau melakukan akad qarḍ, baik itu pihak Muqriḍ atau 

Muqtariḍ  harus memperhatikan dan memenuhi syarat diatas. Jika 

melanggar, akibatnya adalah akad qarḍ yang dilakukan kedua belah 

pihak tersebut tidak sah. 
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26
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b. Harta yang dihutangkan (qarḍ) disyaratkan:  

1) Harta yang dihutangkan merupakan māl mitsilyat, yaitu harta 

yang ada takarannya, sehingga dapat ditimbang, dapat diukur, 

dan dapat dihitung. Ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah. 

Apabila tidak terdapat takarannya dipasaran, maka akan 

menyulitkan muqtariḍ dalam melakukan pembayaran hutangnya. 

Hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip tolong-menolong dalam 

akad qarḍ.  

2) Setiap harta yang dapat dilakukan jual-beli salam/semua barang 

yang dapat dipesan, baik itu jenis harta yang dapat ditakar, harta 

yang dapat ditimbang, harta yang dapat diukur, dan harta yang 

dapat dihitung, ini merupakan pendapat ulama Malikiyah, 

Syafi’iyah,dan Hanabilah. Atas dasar ini tidak sah 

menghutangkan manfaat (jasa). Hal ini merupakan pendapat 

Jumhur fukaha.
28

 Tidak diperbolehkannya menghutangkan jasa 

dalam qarḍ yaitu, karena tidak jelasnya nilai takaran jasa 

dipasaran sehingga akan menyulitkan muqtariḍ dalam 

melakukan pembayaran hutangnya. 

3) Al-Qabḍ, atau penyerahan. Akad hutang piutang akan sempurna, 

apabila terdapat serah terima. Karena di dalam akad qarḍ ada 

tabarru‟. Akad tabarru‟ tidak akan sempurna, kecuali dengan 

serah terima. Penyerahan yang dimaksud di sini ialah penyerahan 

                                                      
28
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benda yang dihutangkan oleh muqriḍ kepada muqtariḍ sesuai 

kesepakatan di dalam akad.
29

 

4) Hutang piutang tidak mendatangkan keuntungan bagi Muqriḍ 

(yang menghutangi). Prinsip utama akad qarḍ adalah tolong-

menolong, apabila dalam pelaksanaannya terdapat keuntungan 

yang diperoleh Muqriḍ, maka akan menciderai prinsip dari qarḍ 

itu sendiri dan tidak hanya itu, tetapi akan menimbulkan Ribā 

qarḍ dalam transaksinya yang berarti dilarang dan dosa.
30

 

Adapun yang dimaksud ribā qarḍ adalah ribā yang ditimbulkan 

hutang piutang dari tidak terpenuhinya kriteria untung muncul 

bersama risiko dan hasil usaha muncul bersama 

biaya.
31

Maksudnya muqriḍ mendapat untung dari muqtariḍ dari 

tambahan dalam transaksi hutang piutangnya. Namun adanya 

tambahan dalam hutang piutang diperbolehkan jika merupakan 

inisiatif muqtariḍ tanpa dipersyaratkan atau dibebankan oleh 

muqriḍ.
32

 

5) Hutang itu menjadi tanggung jawab Muqtariḍ (orang yang 

berhutang).
33

 Maksudnya orang yang berhutang harus 

mengembalikan hutangnya dengan harga atau nilai yang sama. 
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6) Barangnya berupa harta bernilai dan dapat dimanfaatkan dalam 

Islam (māl mutaqawwim).
34

 Maksudnya adalah barang yang 

dihutangkan tersebut, dapat membantu Muqtariḍ dalam 

menyelesaikan masalah perekonomiannya dan tentu saja 

barangnya harus halal. 

7) Harta yang dihutangkan jelas/diketahui.
35

 Maksudnya dapat 

diketahui kadar dan sifatnya. Hal ini dilakukan supaya  terhindar 

dari gharar ataupun penipuan yang merugikan Muqtariḍ. 

8) Pinjaman boleh secara mutlak atau ditentukan dengan batas 

waktu.
 36

 Penetapan waktu pengembalian dapat saja ditetapkan 

asal hal tersebut dilakukan dan dipahami para pihak.
37

 

9) Muqtariḍ wajib mengembalikan dengan uang sama dari barang-

barang yang mempunyai kesamaan, baik dengan harga turun, 

naik ataupun tetap.
38

 

c. Ijab kabul 

Dinyatakan sahnya akad qarḍ yakni dengan adanya ijab dan 

kabul berupa lafadz qarḍ atau yang sama pengertiannya. Misalnya: 

“aku memberimu hutang.” Demikian pula untuk kabulnya, akan sah 

apabila dengan semua lafadz yang menunjukkan kerelaan, seperti 

“aku berhutang.” Akad hutang piutang memiliki tujuan untuk tolong 
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menolong dengan sesama, bukan sebagai ajang mencari keuntungan 

dan eksploitasi semata. Karena itu, dalam Islam, hutang piutang 

diharamkan mengambil keuntungan oleh pihak Muqriḍ (orang yang 

menghutangi).
39

 Apabila disyaratkan ada tambahan dan keuntungan 

dalam pembayaran, maka hukumnya haram dan tergolong ribā 

pokoknya muqriḍ akan menerima kembali sesuai dengan apa yang 

telah ia berikan.
40

 

Jika tidak disyaratkan dan tidak ditentukan ada tambahan dalam 

pembayaran hutang piutang, maka hal tersebut tidak termasuk ribā. 

Apabila ada inisiatif atau niat dari orang yang berhutang untuk 

melebihkan pembayaran hutangnya merupakan hal yang sangat 

dianjurkan oleh Rasulullah SAW.
41

      

2. Syarat umum qarḍ 

a. Syarat fāsid yang mufsid 

Yaitu klausul yang disyaratkan dalam akad qarḍ yang 

memberikan keuntungan sepihak muqriḍ saja. Seperti memberikan 

pinjaman hutang dengan syarat mengembalikan dengan nilai lebih. 

Klausul demikian bisa membatalkan akad, sebab termasuk ribā qarḍ . 

Disamping itu, klausul demikian juga termasuk syarat yang 

menyalahi konsekuensi akad qarḍ karena akad ini berdasar tolong 

                                                      
39

 Ibid., 240 
40

 Syukri Iska, Sistem Perbankan Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 

2014), 179. 
41

 Ibid., 241. 



32 

 

 

menolong. Akan sangat menyimpang apabila akad qarḍ dijadikan 

ajang mencari keuntungan pribadi. 
42

 

Namun bila tidak dipersyaratkan sama sekali dan murni 

pemberian muqtariḍ sebagai tanda terimakasih maka sah-sah saja atau 

tidak dilarang. Dan apabila muqtariḍ mempunyai kebiasaan 

mengembalikan pinjaman hutang yang selalu dilebihkan, menurut 

mayoritas Ulama membolehkan tetapi menurut Al-Qaffal 

dihraramkan.
 43

 

b. Syarat fāsid  tidak mufsid  

Yaitu klausul yang disyaratkan dalam akad qarḍ yang 

memberikan keuntungan sepihak muqtariḍ saja atau menguntungkan 

kedua belah pihak namun keuntungan muqtariḍ lebih banyak. 

Misalnya memberikan pinjaman hutang Rp. 1.000.000 dengan syarat 

mengembalikan Rp. 900.000. 
44

 

Menurut Qaul ashah, klausul diatas termasuk syarat yang tidak 

dihiraukan, sehingga tidak membatalkan akad qarḍ. Sebab, klausul 

yang memiliki muatan menguntungkan sepihak muqtariḍ saja atau 

menguntungkan kedua belah pihak namun keuntungan muqtariḍ lebih 

banyak, maka bukan termasuk praktik memanfaatkan akad qarḍ untuk 
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mencari keuntungan tetapi justru membantu muqtariḍ sehingga sesuai 

dengan prinsip akad qarḍ yaitu tolong-menolong.
45

 

c. Syarat ṣahi>h 

Yaitu klausul-klausul yang disyaratkan dalam akad qarḍ hanya 

bersifat sebagai jaminan seperti syarat gadai, persaksian, ada 

penanggung jawab dll. Sebab muatan klausul-klausul demikian hanya 

bersifat sebagai jaminan dan bukan sebagai keuntungan yang lebih 

sehingga masih jalan dengan konsekuensi akad.
46

 

 

3. Untuk rukun-rukunnya yaitu: 

a. Pemilik barang (Muqriḍ) 

Muqriḍ, adalah pihak yang memberikan pinjaman hutang. 

Muqriḍ disyaratkan harus melakukan transaksi atas dasar inisiatif 

sendiri bukan secara terpaksa ataupun tekanan. Serta ahli at-tabarru‟ 

yakni orang yang memiliki kebebasan tasaruf secara non komersial 

atau orang yang bebas dalam membelanjakan hartanya tanpa terikat 

apapun.
47

 

b. Yang mendapat barang atau peminjam (Muqtariḍ) 

Muqtariḍ, adalah pihak yang menerima pinjaman hutang. 

Muqtariḍ disyaratkan harus memiliki kriteria sah yakni bāligh, 

berakal, dan tidak dibekukan tasaruf nya.
48
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c. Serah terima (ijab kabul) 

Ijab dari pihak muqriḍ, yang menunjukkan pemberian 

kepemilikan dengan sistem kewajiban mengembalikan gantinya, dan 

kabul dari pihak muqtariḍ yang menunjukkan persetujuan ijab.
49

 

d. Barang yang dipinjamkan (qarḍ).
50

  

Benda yang dihutangkan mempunyai manfaat dan halal zatnya 

sehingga terjamin terhindar dari dosa.
51

 

Dengan terpenuhinya rukun dan syarat-syarat sebagaimana yang telah 

dikemukakan di atas, maka hutang piutang akan sah secara hukum dan 

padanya mempunyai kekuatan mengikat.
52

 

D. Hukum Pemanfaat Qarḍ 

Menurut pendapat paling unggul dari Ulama Hanafiyah, setiap qarḍ pada 

benda yang mendatangkan manfaat diharamkan.
53

 Jika memakai syarat. Akan 

tetapi, dibolehkan jika tidak disyaratkan kemanfaatan atau tidak diketahui 

adanya manfaat pada qarḍ. 

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa Muqriḍ (yang member pinjaman) 

tidak boleh memanfaatkan harta Muqtariḍ, seperti naik kendaraaan atau 

makan di rumah Muqtariḍ, jika itu dimaksudkan untuk membayar hutang 
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Muqriḍ, bukan sebagai penghormatan. Begitu pula dilarang memberikan 

hadiah kepada Muqriḍ, jika itu dimaksudkan untuk menyicil hutang.  

Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah melarang qarḍ terhadap seuatu yang 

mendatangkan kemanfaatan, seperti memberikan qarḍ agar mendapatkan 

sesuatu yang lebih baik atau lebih banyak sebab qarḍ dimaksudkan sebagai 

akad kasih sayang, kemanfaatan, atau mendekatkan hubungan kekeluargaan. 

Selain itu, Rasululllah SAW pun melarangnya. 

Namun demikian, jika tidak disyaratkan atau tidak dimaksudkan untuk 

mengambil yang lebih baik, qarḍ diperbolehkan. Tidak dimakruhkan bagi 

Muqriḍ untuk mengambilnya, sebab Rasulullah SAW, pernah memberikan 

anak unta yang lebih baik kepada seorang laki-laki daripada unta yang 

diambil beliau Rasulullah SAW.
54

 

Pendapat ulama fiqih tentang qarḍ dapat disimpulkan bahwa qarḍ 

dibolehkan dengan dua syarat: 

1. Tidak menjurus pada suatu manfaat 

2. Tidak bercampur dengan akad lain, seperti jual beli.
55

   

Dan qarḍ tidak boleh dalam dua keadaan yakni: 

1. Qarḍ itu tidak ada khiyār atau ajal, karena qarḍ pada asalnya adalah akad 

yang tidak tetap yang membolehkan pada setiap aqid memfasakhkannya, 

sehingga tidak ada khiyār. Jumhur Fuqaha kecuali Maliki berpendapat 

bahwa tidak boleh dalam qarḍ itu mensyaratkan ajal. Hal ini disebabkan 
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jual beli mata uang dengan mata uang itu tidak boleh ditangguhkan dalam 

rangka untuk menghindarkan diri dari Ribā nasi‟ah.
56

 

2. Qarḍ tidak boleh digabungkan dengan akad lain, seperti jual beli dan 

yang lainnya. Hal ini ditetapkan dalam rangka menolak dari unsur ribā.
57

 

E. Etika Hutang Piutang 

1. Menepati janji 

Bila telah diikat perjanjian hutang untuk jangka waktu tertentu maka 

wajib ditepati janji tersebut tersebut dan pihak yang berhutang (Muqtariḍ) 

membayar hutang kewajibannya sesuai perjanjian yang dibuatnya. Hal ini 

berdasarkan Al-Qur’ān surat Al-Isra ayat 34 dan surat Al-Maidah ayat 1 

yang berbunyi :
58

 

 

               59   

Artinya: “Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan 

jawabannya.”
60

  

 

 

 

               61 
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Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-

janji.”
62

  

 

 

2. Menyegerakan pembayaran hutang 

Seseorang yang memiliki hutang wajib menyelesaikan hutangnya 

sampai tuntas. Apabila dia mengalami kesempitan sehingga merasa lemah 

membayar hutangnya, maka adalah suatu keutamaan untuk terus 

bersungguh-sungguh membayar hutangnya.  

ابٍ  ثيُفَنفَا  رُلفَ غْمفَانرُ بغْ رُ بلِلَفَ يلُّ حفَيشَّ رُ فَ غْسلِ ثيُفَنفَا عفَبغْيرُ   غْعفَزلِ زلِ بغْ رُ عفَبغْيلِ  للَّشَّلِ  لْغْ حفَيشَّ
يفَ  للَّشَّرُ عفَنغْهرُ عفَ غْ  عفَ غْ ثيُفَوغْرلِ بغْ لِ  فَ غْيبٍ عفَ غْ  فَبِلِ   غْ فَ غْثلِ عفَ غْ  فَبِلِ  رُ فَ يُغْ فَةفَ رفَضلِ
ا  رِّلِ  فَلشَّ   للَّشَّرُ عفَلفَ غْهلِ  فَ فَلشَّ فَ  فَاافَ مفَ غْ  فَخفَذفَ  فَمغْوفَ افَ   نشَّاسلِ  رُ لِ يرُ  فَ فَ ءفَ فَ   نشَّ لِ

ا  فَ يُغْلفَ فَهرُ  للَّشَّرُ    فَ شَّ   للَّشَّرُ عفَنغْهرُ  فَمفَ غْ  فَخفَذفَ  رُ لِ يرُ  لِ غْلَفَ يُفَ فَ
 

Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah Al 

Uwaisiy telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari 

Tsaur bin Zaid dari Abu Al Goits dari Abu Hurairah radliallahu 

'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang 

mengambil harta manusia (berhutang) disertai maksud akan 

membayarnya maka Allah akan membayarkannya untuknya, 

sebaliknya siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya 

(merugikannya) maka Allah akan merusak orang itu". (HR. 

Bukhari).
63

 

3. Melarang menunda-nunda pembayaran hutang 

Perbuatan menunda-nunda pembayaran hutang padahal dia mampu 

untuk membayarnya merupakan perbuatan tidak terpuji, dianggap sebagai 
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perbuatan zalim, bahkan bisa dianggap sikap orang yang mengingkari 

janji (munafik).
64

Akan sangat berbahaya apabila sudah mampu 

melunasinya atau mencicilnya tetapi malah mendahulukan keperluan 

lainnya. Karena dosa hutang tidak akan pernah terhapus bahkan orang 

mati syahidpun dosanya tidak berampun. Maka dari itu, luruskan niat dan 

bekerja keraslah untuk membayar hutang, Allah Swt akan membukakan 

rezeki sehingga lunas hutangnya.
65

 

4. Lapang dada ketika membayar hutang  

Salah satu ahklak mulia adalah berlaku tasamuh (toleransi) atau 

lapang dada dalam membayar hutang. Sikap ini merupakan kebalikan dari 

sikap menunda-nunda, mempersulit, dan menahan hak orang lain.
66

 

5. Tolong menolong dan memberi kemudahan 

Sikap tolong-menolong dan membantu melepaskan kesusahan dan 

kesulitannya yang diterima oleh orang lain, Islam menilai termasuk 

ahklak mulia/terpuji.
67

 

6. Mentaati tata krama hutang piutang yakni :  

a. Sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 282, hutang piutang supaya 

dikuatkan dengan tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan dua 

orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dengan dua 
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orang saksi wanita. Untuk dewasa ini tulisan tersebut dibuat diatas 

kertas bersegel atau bermaterai atau dihadapan seorang notaris.  

b. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang 

mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya. 

c. Pihak muqriḍ hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada 

pihak muqtariḍ. Bila tidak mampu mengembalikannya maka 

hendaknya muqriḍ membebaskannya. 

d. Pihak muqtariḍ bila sudah mampu membayar pinjaman, hendaknya 

dipercepat pembayaran hutangnya.
68

 Karena lalai dalam pembayaran 

hutang berarti berbuat zalim.  

F. Wanprestasi dalam Islam 

Kata wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang bermakna prestasi 

buruk atau cedera janji. Secara etimologi wanprestasi adalah suatu hak 

kebendaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahan salah satu pihak tidak 

dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam kontrak, 

sedangkan pihak lain telah memberikan peringatan.terlebih dahulu.  

Sedangkan menurut Sri Soedewi Masjhoeheri Sofyan, wanprestasi adalah 

kewajiban tidak memenuhi suatu perutangan yang terdiri dari 2 macam sifat: 

Pertama, terdiri atas hal bahwa prestasi itu masih dilakukan tetapi tidak secara 

sepatutnya, kedua terdapat hal-hal yang prestasinya tidak dilakukan pada 

waktu yang tepat. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi adalah sebagai 

berikut: 
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1. Tidak memenuhi wanprestasi sama sekali 

2. Memenuhi prestasi tetapi tidak dapat pada waktunya 

3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.
69

 

 

Untuk mengetahui sejak kapan debitur/muqtariḍ dalam keadaan 

wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam kontrak itu ditentukan tenggang 

waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu 

pelaksanaan pemenuhan prestasi “tidak ditentukan”, perlu memperingatkan 

debitur/muqtariḍ supaya ia memenuhi prestasi. Tetapi dalam hal telah 

ditentukan tenggang waktunya, menurut ketentuan pasal 1238 KUHPerdata 

debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan 

dalam perikatan. Akibat hukum wanprestasi antara lain : 

 

1. Debitur diharuskan membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerdata) 

2. Kreditur dapat meminta pembatalan kontrak melalui pengadilan (pasal 

1266 KUHPerdata) 

3. Kreditur dapat meminta pemenuhan kontrak atau pemenuhan kontrak 

disertai ganti rugi dan pembatalan kontrak dengan ganti rugi (pasal 1267 

KUHPerdata).
70
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Penyelesaian wanprestasi terdapat 2 cara yaitu dengan ligitasi yaitu 

penyelesaian yang diselesaikan di lembaga peradilan dengan berbagai hukum 

acaranya. Dan non ligitasi yaitu penyelesaian sengketa yang diselesaikan di 

luar lembaga peradilan. Berdasarkan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Ada beberapa cara dalam 

penyelesaian non ligitasi yaitu dapat melalui musyawarah, mediasi, dan Badan 

Arbitrase Syariah Nasional.
 71
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BAB III 

PELAKSANAAN TRANSAKSI HUTANG PIUTANG BERSYARAT 

DI DESA LEMBEYAN KULON KECAMATAN LEMBEYAN 

KABUPATEN MAGETAN 

 

A. Gambaran Umum di Desa Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan 

Kabupaten Magetan 

1. Sejarah Desa Lembeyan Kulon 

Berdasarkan cerita dari beberapa sesepuh Desa Lembeyan Kulon, pada 

zaman dahulu sekitar abad ke-17 ada seorang kerabat dari Keraton Mataram 

yang bersama Raden Wiryosentono bersama pengikutnya yang datang 

mengembara ke daerah hutan jati Gonggang yang terletak di Dukuh 

Sumberejo. Di hutan itu Raden Wiryosentono bersama para pengikutnya 

mengadakan babat alas di hutan jati tersebut, dan sampai sekarang masih ada 

sebatang pohon jati sebagai bukti yang dianggap masih keramat. Pohon jati 

itu tingginya kurang lebih 15 meter dari garis tengah 100 centimeter. 

Pada saat melakukan babat alas, pengikutnya dibagi menjadi dua 

kelompok yaitu satu kelompok mengadakan babat alas sebelah barat dari 

pohon jati Gonggang, sedangkan kelompok satu lagi di sebelah timur. Selama 

melakukan babat alas tersebut, sering terjadi pertengkaran perbedaan 

pendapat yang tidak ada henti-hentinya. Begitu ada sedikit masalah selalu 

dibicarakan antara kelompok itu. Sehingga pada suatu hari terjadilah suatu 

perang mulut yang sengit. Akibat dari peristiwa maka Raden Wiryosentono 
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lalu menjatuhkan satu sabda bahwa tempat pertengkaran itu dinamakan 

Lambeyan (jawa: cerewet, kakean lambe dan lama kelamaan kata Lambeyan 

itu berubah menjadi Lembeyan. 

Dan pada akhirnya kelompok yang sebelah barat menempati daerah 

disebelah barat dan menjadi Desa Lembeyan Kulon, sedangkan kelompok 

yang berada disebelah timur menjadi Desa Lembeyan Wetan. Beberapa tahun 

kemudian Raden Wiryosentono jatuh sakit yang akhirnya meninggal dunia. 

Sedang makan Raden Wiryosentono sampai sekarang masih ada berada di 

Dukuh Sumberejo Desa Lembeyan Wetan. Dan untuk mengenang jasa dari 

Raden Wiryosentono maka makamnya oleh masyarakat sampai sekarag 

dikenal dengan nama Makam Sentono.
1
 

2. Kondisi Geografis Desa Lembeyan Kulon 

a. Luas Wilayah  

Luas wilayah di Desa Lembeyan Kulon : 5, 49 Km
2 
 

b. Luas tanah menurut penggunannya 

1) Pertanian sawah   : 253,00 Ha 

2) Pertanian bukan sawah  : 149,52 Ha 

3) Non pertanian    : 146,720 Ha 

c. Luas Panen Padi    : 471 Ha 

d. Produksi Padi    : 29.180 Kw 

e. Rata-Rata Produksi Per Ha  : 61,95 Kw 

f. Batas Wilayah 
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1) Sebelah Utara     : Desa Tapen 

2) Sebelah Timur    : Desa Lembeyan Wetan 

3) Sebelah Barat     : Desa Kediren 

4) Sebelah Selatan   : Perhutani 

g. Iklim Desa Lembeyan Kulon 

Desa Lembeyan Kulon terletak pada ketinggian antara 125 meter 

diatas permukaan laut dan memiliki iklim penghujan dan kemarau 

(tropis). Sehingga sangat cocok apabila ditanami padi. 

h. Kependudukan 

1) Jumlah seluruh penduduk   : 3.591 orang 

2) Jumlah penduduk laki-laki  : 1.721 orang 

3) Jumlah penduduk perempuan  : 1.870 orang 

i. Jumlah RT, RW, dan Dusun 

1) Rukun Warga (RW)    : 4 

2) Rukun Tetangga (RT)    : 28 

3) Lingkungan/Dusun   : 4 
2
 

3. Kondisi Sosiologis Desa Lembeyan Kulon 

a. Tingkat Angkatan Kerja dan Pengangguran 

Tabel 3.1: Jumlah Angkatan Kerja dan Pengangguran 

Angkatan Kerja Pengangguran 

38 orang 38 orang 

 

                                                      
2
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b. Tingkat Pendidikan
3
  

Tabel 3.2: Jumlah Pendidikan 

 

 

c. Tingkat Mata Pencaharian Penduduk
4
 

Tabel 3.3: Jumlah Mata Pencaharian Penduduk 

No Mata Pencaharian Jumlah (orang) 

1. Petani 848 

2. Buruh Tani 599 

3. Buruh Migran (TKI) 72 

4. PNS 34 

5. Perangkat 8 

6. Pensiunan 33 

7. Peternak 48 

8.  Montir 14 

9. TNI 3 

10. POLRI 9 

11. Pengusaha 23 

12. Pedagang Keliling 25 

13. Pedagang 248 

14. Asisten Rumah Tangga 8 

                                                      
3
 Manto, Hasil Wawancara, Magetan 5 Januari 2021 

4
 Dwi Bachtiar Effendi, Kecamatan Lembeyan dalam Angka 2019, (Magetan: Badan Pusat 

Statistik, 2019), 31. 

SD SMP SMA D1 D2 D3 S1 S2 S3 

916 570 758 4 12 15 120 9 1 
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15. Arsitek 3 

16. Bengkel 15 

17. Karyawan Swasta 89 

18. Karyawanan BUMN 7 

19. Apoteker - 

20. Bidan 6 

21. Perawat 24 

22. Catering 12 

23. Distribusi Pupuk 2 

24. Pedagang Jamu 5 

25. Dokter 1 

26. Dosen 3 

27. Honorer 30 

28 Penjahit 15 

29. Kontraktor 21 

 

d. Sarana dan Prasana
5
  

Tabel 3.4: Sarana dan Prasana 

No Sarana dan Prasarana Jumlah 

1. BPM 1 

2. Posyandu 4 

3. Polindes 1 

                                                      
5
 Dwi Bachtiar Effendi, Kecamatan Lembeyan dalam Angka 2019, 39. 
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4. Puskesmas - 

5. Rumah Sakit - 

6. TK 3 

7. SD 3 

8. SMP - 

9. SMA - 

10. Perguruan Tinggi - 

11. Masjid 5 

12. Mushola 17 

13. Gereja 1 

14. Balai Desa 1 

15. Lapangan 1 

16. Terminal - 

17. Pasar - 

18 POM Bensin - 

19. Lapangan Bulu Tangkis 1 

 

B. Akad Hutang Piutang Bersyarat di Desa Lembeyan Kulon Kecamatan 

Lembeyan Kabupaten Magetan 

Praktik hutang piutang bersyarat antara petani dengan pengepul di Desa 

Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan, sudah dilakukan 

masyarakat di sana sejak lama. Tidak jelas tepatnya kapan, yang jelas mereka 

tahu praktik hutang ini dari orang tua mereka yang lebih dulu melakukannya. 

Praktik hutang piutang bersyarat ini, tumbuh subur di Desa Lembeyan Kulon 
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karena ada beberapa faktor yang mendukungnya. Pertama, mayoritas mata 

pencaharian penduduk disana adalah petani, berdasarkan data dari kelurahan 

pada tahun 2020 saja terdapat 848 petani. Dan menjadikan mata pencaharian 

terbanyak yang dilakukan penduduk di Desa Lembeyan Kulon. 

 Kedua, tidak selamanya petani bisa untung terus dari hasil panennya 

bahkan terkadang tidak balik modal, terutama petani yang punya lahan sempit. 

Karena mata pencaharian utamanya adalah bertani maka mau tidak mau harus 

tetap menanam padi di musim berikutnya walaupun panen sebelumnya rugi. Hal 

di atas mendorong petani untuk melakukan hutang bersyarat kepada pengepul. 

Ketiga, mudahnya akomodasi dan transaksi hutang piutang yang 

disediakan oleh pengepul. Hal ini menjadi daya tarik bagi petani untuk berhutang 

kepada pengepul dibandingkan berhutang kepada bank konvensional atau syariah 

yang mereka anggap ribet dalam proses berhutangnya. Karena akad hutang 

piutang bersyarat di Desa Lembeyan Kulon bersifat tradisional. Maka mereka 

hanya berpegang teguh kepada prinsip saling percaya satu sama lain. Sehingga 

tidak ada yang namanya saksi, perjanjian ataupun jaminan.  

Secara umum praktik hutang piutang bersyarat ini dilakukan oleh petani 

yang membutuhkan modal usaha untuk seluruh keperluan menanam padi di saat 

musim tanam tiba. Petani menemui pengepul untuk berhutang sesuai modal yang 

dibutuhkan. Setelah kedua belah pihak saling sepakat dengan perjanjiannya, 

maka pengepul secara pribadi akan mensurvey sawah petani yang akan ditanami. 

Alasan pengepul melakukan survey adalah untuk mengetahui kemampuan 
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membayar hutang petani dengan membandingkan luas sawah dengan nominal 

uang yang dihutangi.
6
 

Jika menurut pengepul sudah sesuai dengan kriterianya, maka berikutnya 

ialah menyerahkan uang kepada petani sesuai kesepakatan. Dan waktu 

pembayarannya dilakukan saat musim panen tiba berupa hasil panen/gabah. 

Untuk nominal harga hasil panen/gabah dihargai pengepul di bawah pasaran, 

misalnya harga gabah pada saat panen Rp. 5.000/ Kg. Di awal perjanjian, petani 

dan pengepul sepakat untuk pengurangan gabahnya misalnya Rp. 300/ Kg. Maka 

saat pembayaran, nominal gabah yang umumnya di pasaran Rp. 5.000/ Kg 

menjadi Rp. 4.700/ Kg. Menurut pengepul pengurangan harga adalah hal yang 

wajar dan dianggap sebagai simbiosis mutualisme atau saling mendapatkan 

untung bagi kedua belah pihak.
7
 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap petani di Desa Lembeyan Kulon, 

penulis mendapatkan data mengenai praktik hutang piutang bersyarat dari 

perspektif petani, yang kemudian akan penulis jelaskan di bawah ini. 

Pada bulan desember tahun 2019, Pak Pur yang seorang petani di desa 

Lembeyan Kulon membutuhkan modal untuk menanam padi. Modal tersebut 

digunakan untuk membeli benih, biaya pengairan, biaya buruh tani, biaya pupuk 

dan lain-lain.  
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“Dulu modal yang saya butuhkan untuk menanam padi kira-kira 

sebesar Rp. 1.500.000 mas”.
8
  

 

Modal yang dibutuhkan Bapak Pur saat itu adalah sebesar Rp. 1.500.000. 

Kemudian dia menemui Pak Narto selaku pengepul dengan tujuan meminjam 

uang untuk modal menanam padi. Mereka berdua kemudian bertemu dan 

melakukan akad. Pak Narto selaku pengepul sepakat memberikan pinjaman uang 

sebesar Rp. 1.500.000 kepada Pak Pur dengan syarat harus menjual hasil 

panennya berupa gabah ketika waktu panen tiba (jangka 3 bulan). 

Pak Narto juga menambahkan syarat lagi, yaitu gabah yang dijadikan 

pelunasan hutang harus dihargai di bawah pasaran dan di sini Pak Narto 

melakukan pengurangan harga sebesar Rp. 300/Kg. Pak Narto akan memberikan 

uang pinjamannya kepada Pak Pur besok lusa.  

Pada akhir bulan februari 2020 Pak Pur melaksanakan panen padi dengan 

hasil 1 ton gabah (kering). Harga pasaran gabah pada bulan tersebut adalah Rp. 

5.200/Kg. Kalkulasi perhitungannya sebagai berikut:  

 

Tabel 3.5: Kalkulasi Pelunasan Hutang 

Hutang Pengurangan Harga 

Gabah 

Pelunasan 

(Hutang/P.Harga) 

Rp. 1.500.000 Harga gabah = Rp. 

5.200/Kg 

Pengurangan harga = Rp. 

300/Kg 

Rp. 1.500.000/ Rp. 4.900 = 

306 Kg/ 3,06 kwintal. 
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Jadi, Rp. 5.200 - Rp. 300 = 

Rp. 4.900/Kg 

 

Kemudian dibayarlah hutang Pak Pur kepada Pak Narto sebesar 306 Kg/ 3,06 

kwintal gabah kering. Saat penulis menanyakan tanggapan kepada Pak Pur 

terhadap pengurangan harga beliau menjawab:  

“Tidak apa-apa mas, saya ikhlas itu sebagai tanda terima kasih saya 

karena sudah ditolong.”  

 

Pak Pur menganggap pengurangan harga gabah sebagai tanda terima kasih. 

Dia juga tidak kapok berhutang dengan pengepul dan akan berhutang kembali 

apabila beliau membutuhkan modal. 
9
 

Kemudian penulis akan menjelaskan hasil wawancara dengan Pak Surat 

selaku petani yang juga melakukan hutang piutang bersyarat dengan Pak Narto.  

“Pada tahun 2019 saya gagal panen mas, karena padi nya terkena 

potong leher.”
10

  

 

Potong leher terjadi karena hama jamur, akibatnya berdampak pada hasil 

panen yang berkurang sehingga membuat musim berikutnya terhambat karena 

kekurangan modal usaha. Akhirnya pada bulan januari 2020, beliau memutuskan 

untuk meminjam uang kepada Pak Narto selaku pengepul.  

Pak Surat akhirnya menemui Pak Narto untuk meminjam uang sebesar Rp. 

2000.000. Mereka berduapun melakukan akad dan keduanya saling sepakat. Pak 

Narto pun bersedia memberikan pinjaman sebesar Rp. 2000.000 tapi seperti biasa 

                                                      
9
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harus ada syarat yang harus dipenuhi. Pertama Pak Surat harus menjual hasil 

panennya berupa gabah kepada Pak Narto saat setelah panen (3 bulan). Kedua, 

Pak Narto memberlakukan pengurangan harga gabah tiap kilogramnya senilai 

Rp. 400.  

“Saya kalau Rp. 400. Per kilo keberatan mas, saya minta Rp. 300. Per 

kilo ke Pak Narto.”
11

 

 

Namun Pak Surat merasa keberatan dengan nominal pengurangan harganya 

dan meminta keringanan. Akhirnya mereka berdua sepakat dengan nominal 

pengurangan sebesar Rp. 300 per kilogramnya. Pak Narto menyerahkan uang 

pinjaman Pak Surat 3 hari setelah akad. 

Pada awal bulan maret tahun 2020, Pak Narto melaksakan panen padi 

dengan hasil gabah (kering) 2 ton. Harga gabah pada bulan maret sebesar Rp. 

5.100 per kilogramnya. Kemudian kalkulasi perhitungannya adalah sebagai 

berikut :  

 

Tabel 3.6: Kalkulasi Pelunasan Hutang 

Hutang Pengurangan Harga 

Gabah 

Pelunasan 

(Hutang/P.Harga) 

Rp. 2.000.000 Harga gabah = Rp. 

5.100/Kg 

Pengurangan harga = Rp. 

300/Kg 

Rp. 2.000.000/ Rp. 4.800 = 

417 Kg/ 4,17 kwintal. 
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Jadi, Rp. 5.100 - Rp. 300 = 

Rp. 4.800/Kg 

 

Setelah gabah dikeringkan, kemudian dibayarkanlah gabah tersebut kepada 

Pak Narto dengan jumlah sebesar 417 Kg/ 4,17 kwintal. Ketika ditanya 

bagaimana tanggapannya terhadap pengurangan harga, Pak Surat pun merasa 

terbebani. Karena beliau sama sekali tidak mendapatkan untung dalam panen ini 

dan ini merupakan kali pertama beliau berhutang dengan pengepul.  

“Mau bagaimana lagi mas walaupun terbebani saya ikhlas karena 

sudah dibantu diberikan pinjaman uang”.
12

 

 

Bapak Surat sebenarnya terbebani dengan pengurangan harga jual gabah, 

tetapi dia ikhlas karena merasa sudah dibantu oleh Pengepul. 

Dan untuk narasumber selanjutnya adalah Pak Yono yang juga seorang 

petani di Desa Lembeyan Kulon. Beliau juga pernah melakukan transaksi hutang 

piutang bersyarat dengan seorang pengepul yang bernama Bu Kasih.  Pada bulan 

november 2018, Pak Yono membutuhkan modal sebesar Rp. 3.000.000 untuk 

menanam padi.  

Beliau memutuskan untuk meminjam uang kepada seorang pengepul yang 

bernama Bu Kasih. Kemudian bertemulah mereka berdua untuk melaksanakan 

akad. Bu Kasih selaku pengepul bersedia memberikan pinjaman uang sebesar 

Rp. 3.000.000 kepada Pak Yono. Tetapi dengan syarat Pak Yono harus 
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membayar hutangnya dengan hasil panen berupa gabah bila waktu panen tiba 

(jangka 2/3 bulan). 

 “Seingatku dulu, Bu Kasih juga minta pengurangan harga gabah Rp. 

400 per kilogramnya mas.”
13

  

Pengepul yang bernama Bu Kasih membebankan pengurangan harga jual 

gabah sebesar Rp. 400 per kilogram kepada Pak Yono. Akhirnya Pak Yono 

sepakat dengan syarat yang diberikan Bu Kasih. Uang pinjaman sebesar Rp. 

3.000.000 akan diberikan kepada Pak Yono keesokan harinya.  

Pada bulan februari 2019, nasib sial menimpa Pak Yono, padi yang 

seharusnya sudah memasuki waktu panen. Terancam gagal karena diakibatkan 

intensitas hujan tinggi yang berlangsung berhari-hari.  

“Sawahku terendam air dan semua padi nya berjatuhan. Saya tetap 

panen dan memperoleh 4 karung gabah kering”
14

 

 

Sawah Pak Yono terendam banjir, tetapi dia tetap melaksanakan panen 

seadanya dan mendapatkan hasil panen 4 karung gabah kering (per karung 40 

Kg). Sekitar 160 Kg.  

Karena dirasa tidak cukup untuk membayar hutang, beliau menemui Bu 

Kasih untuk meminta keringanan yakni membayar hutang pada panen 

berikutnya. Bu Kasih tidak keberatan dan menyanggupinya tetapi tetap seperti 

perjanjian awal. Dalam hutang piutang bersyarat di Desa Lembeyan Kulon tidak 

terdapat sanksi apabila gagal membayar saat waktu ditentukan. Akan tetapi dapat 

dibayar musim panen berikutnya. 

“Akhirnya pada bulan april 2019 saya bisa panen kembali dengan hasil 

gabah yang sudah dikeringkan sebesar 2 ton.”
15
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Akhirnya Pak Yono dapat panen kembali dengan hasil gabah kering seberat 

2 ton. Dan untuk harga pasaran gabah pada saat itu adalah Rp. 5.200/ Kg. 

Kemudian pembayaran hutang dikalkulasikan sebagai berikut: 

 

Tabel 3.7: Kalkulasi Pelunasan Hutang 

Hutang Pengurangan Harga 

Gabah 

Pelunasan 

(Hutang/P.Harga) 

Rp. 3.000.000 Harga gabah = Rp. 

5.200/Kg 

Pengurangan harga = Rp. 

400/Kg 

Jadi, Rp. 5.200 - Rp. 400 = 

Rp. 4.800/Kg 

Rp. 3.000.000/ Rp. 4.800 = 

625 Kg/ 6,25 kwintal. 

 

Dibayarkanlah hutang Pak Yono kepada Bu Kasih sebesar 625 kilogram 

atau 6,25 kwintal gabah kering. Tanggapan Pak Yono terhadap pengurangan 

harga gabah oleh pengepul dinilai memberatkan karena perbandingan modal 

yang dikeluarkan dengan hasil panen yang tidak sepadan.
16

 

Narasumber yang ke empat, adalah Bu Surati. Beliau merupakan seorang 

petani di Desa Lembeyan Kulon. Pada bulan desember 2019, Bu Surati 

berencana meminjam uang kepada Pak Narto selaku pengepul. Modal yang 

dibutuhkan Bu Surati ialah sebesar Rp. 500.000.  
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“Saya hutang uang digunakan untuk biaya upah buruh dan kalau sisa 

untuk keperluan pribadi.”
17

 

 

Bu Surati berhutang uang kepada Pengepul karena membutuhkan uang 

untuk biaya upah buruh tani. 

Kemudian, bertemulah mereka berdua untuk melaksanakan akad. Pak 

Narto bersedia memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 500.000 tetapi seperti 

biasa, harus mengikuti syarat yang diberikannya. Pertama, Bu Surati harus 

membayar dan melunasi hutangnya dengan hasil panen berupa gabah. Pak Narto 

tidak menerima pembayaran dalam bentuk lain, pokoknya harus hasil panen 

entah itu gabah, jagung, kedelai, dll. Dan untuk syarat yang kedua adalah 

terdapat pengurangan harga jual hasil panen milik petani setiap kilogramnya. Ini 

merupakan syarat yang mutlak, dan harus dipenuhi petani. Berdasarkan 

kesepakatan mereka berdua, pengurangan harga gabah ialah sebesar Rp. 300 per 

kilogramnya. Waktu pembayaran hutangnya adalah saat setelah panen.  

“Untuk jangka waktunya sesuai kesepakatan mas, tapi biasanya pada 

saat setelah panen kira-kira 2 atau 3 bulanan”
18

 

 

Pada bulan februari 2020, Bu Surati melaksanakan panen padi dan setelah 

dikeringkan mendapatkan hasil panen sebanyak ½ ton gabah. Harga pasaran 

gabah pada saat itu ialah Rp. 5.200 per kilogramnya. Dan untuk kalkulasi 

perhitungan penyelesainnya adalah sebagai berikut:  
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Tabel 3.8: Kalkulasi Pelunasan Hutang 

Hutang Pengurangan Harga 

Gabah 

Pelunasan 

(Hutang/P.Harga) 

Rp. 500.000 Harga gabah = Rp. 

5.200/Kg 

Pengurangan harga = Rp. 

300/Kg 

Jadi, Rp. 5.200 - Rp. 300 = 

Rp. 4.900/Kg 

Rp. 500.000/ Rp. 4.900 = 

102 Kg/ 1,02 kwintal. 

 

Setelah di kalkulasi total jumlah hutangnya, Bu Surati akhirnya membayar 

dan melunasi hutangnya yang berjumlah 102 Kg/ 1,02 kwintal. Ketika penulis 

bertanya mengenai tanggapan terhadap syarat pengurangan harga yang 

diberlakukan oleh pengepul. Beliau menjawab: 

“Tidak apa-apa mas yang penting saya sudah dibantu, sebenarnya juga 

keberatan tapi karena terpaksa dengan keadaan”.
19

 

 

Bu Surati beranggapan bahwa syarat pengurangan harga yang diberlakukan 

oleh pengepul memberatkan dirinya. Tetapi karena keadaan, dia terpaksa harus 

berhutang. 

Narasumber yang kelima adalah Pak Sudar, seorang petani di Desa 

Lembeyan Kulon. Beliau pernah meminjam uang kepada pengepul sebesar Rp. 
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1.000.000. Pada tahun 2016, Pak Sudar kekurangan modal untuk menanam padi, 

sehingga ia memutuskan mencari pinjaman untuk mendapatkan modal usaha. 

Akhirnya ia meminjam kepada Bu Kasih selaku pengepul.  

Kemudian mereka berdua berakad dan seperti biasa Bu Kasih  memberikan 

2 syarat yang harus dipenuhi Pak Sudar. Yakni harus membayar hutang dengan 

hasil panen dan terdapat pengurangan harga jual hasil panen sebesar Rp. 300 per 

kilogramnya. Pak Sudar pun sepakat, dengan syarat yang diberikan Bu Kasih dan 

akan dibayarkan setelah panen.  

Musim panen pun tiba, Pak Sudar memperoleh hasil panen dengan berat 

kurang lebih 1 ton (kering). Saat itu harga gabah berkisar pada Rp. 5.000 per 

kilogramnya. Untuk kalkulasi perhitungan hutangnya adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3.9: Kalkulasi Pelunasan Hutang 

Hutang Pengurangan Harga 

Gabah 

Pelunasan 

(Hutang/P.Harga) 

Rp. 1.000.000 Harga gabah = Rp. 

5.000/Kg 

Pengurangan harga = Rp. 

300/Kg 

Jadi, Rp. 5.000 - Rp. 300 = 

Rp. 4.700/Kg 

Rp. 1.000.000/ Rp. 4.700 = 

213 Kg/ 2,13 kwintal. 

 

Dibayarkanlah hutang tersebut kepada Bu Kasih sebesar 213 Kg/ 2,13 kwintal. 

Tanggapan Pak Sudar terhadap hutang piutang bersyarat yaitu  
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“Sebenarnya saya sangat terbantu mas karena prosesnya mudah dan 

tidak ribet, tetapi sedikit terbebani dengan pengurangan harga gabahnya 

mas. Namun tidak apa-apa, saya anggap itu sebagai tanda terima kasih dari 

saya.”
20

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis memberikan kesimpulan 

mengenai fakta-fakta yang ditemukan di lapangan berdasarkan pendapat petani 

yakni sebagai berikut: 

1. Petani meminjam uang karena terdesak kebutuhan/kekurangan modal 

2. Perjanjian bersifat tradisional dan saling percaya sehingga tidak ada saksi, 

jaminan dan perjanjian tertulis 

3. Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi oleh petani yakni pembayaran harus 

berupa hasil panen dan terdapat pengurangan harga jual hasil panen 

4. Pengepul melakukan survey terhadap sawah Petani sebelum memberikan uang 

pinjaman 

5. Patokan harga hasil panen disesuaikan dengan pasaran saat setelah petani 

panen 

6. Nominal pengurangan harga berkisar Rp. 300 - Rp. 400 per kilogram (sesuai 

kesepakatan) 

7. Jangka waktu pembayaran biasanya dilakukan saat setelah panen, kurang 

lebih 2/3 bulan sesuai kesepakatan 

8. Tidak ada sanksi apabila gagal membayar hutang di saat waktu yang 

ditentukan dan dapat membayarnya di musim berikutnya. 
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Berdasarkan uraian fakta di atas, pendapat yang dikemukakan antara petani 

dengan pengepul mengenai praktik hutang piutang bersyarat memiliki kesamaan 

mulai dari awal akad sampai dengan pembayaran hutang.  

C. Wanprestasi Dalam Hutang Piutang Bersyarat di Desa Lembeyan Kulon 

Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan 

Kegiatan pertanian tidak selamanya selalu mendatangkan keuntungan. 

Terkadang balik modal, terkadang juga merugi. Segala resiko tidak bisa 

diprediksi dalam pertanian. Resiko seperti cuaca ekstrim, serangan hama, dan 

turunnya nilai jual hasil panen dipasaran selalu menghantui petani ketika 

menjalankan aktivitas pertanian.  

Dan apabila resiko di atas terjadi dan menimpa petani, maka akan 

menghambat petani untuk menanam di musim berikutnya. Dikarenakan hasil 

panen yang seharusnya digunakan untuk memutar modal malah berkurang atau 

bahkan hilang. Jika sudah dalam kondisi yang terdesak, maka mau tidak mau 

harus meminjam uang kepada pengepul untuk dijadikan modal.  

Melihat resiko di atas yang dapat terjadi kapan saja, dan dapat menimpa 

petani lagi, maka resiko wanprestasi petani pun juga menghantui pengepul. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Narto selaku pengepul yakni, 

“Terkadang terdapat petani yang gagal membayar hutang sesuai 

dengan jatuh tempo yang telah ditentukan. Tapi dia berterus terang kalau ia 

gagal panen dan meminta kelonggaran untuk menunda membayar hutang 

di musim berikutnya kepada saya.”
 21
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Pak Narto tidak keberatan dan bersedia memberi kelonggaran pembayaran 

hutang tetapi persyaratan di awal perjanjian tetap dan tidak berubah.  

“Tapi masih ada yang belum membayar hutang sampai sekarang.”
22

 

Tidak hanya itu Pak Narto juga menuturkan, kalau ada beberapa petani 

yang sudah lama tidak membayar hutangnya bahkan sampai sekarang tidak 

memberikan kejelasan kepada Pak Narto. 

Kemudian penulis akan memaparkan hasil wawancara dengan petani-

petani yang pernah melakukan wanprestasi terhadap pengepul yaitu sebagai 

berikut: 

Pertama adalah Pak Yono, yang sebelumnya sudah penulis jelaskan pada 

bab praktik di atas. Beliau pernah melakukan wanprestasi terhadap pengepul 

yang bernama Bu Kasih. Hal tersebut terjadi akibat cuaca ekstrim yang 

mengakibatkan intensitas curah hujan tinggi sehingga merendam area sawah 

milik Pak Yono. Saat itu hasil panen yang beliau dapat seberat 160 Kg gabah 

kering dan membuat Pak Yono gagal panen dan wanprestasi kepada Bu Kasih.  

“Dulu pada bulan februari 2019 saya gagal panen mas, padahal saat itu 

saya punya hutang Rp. 3000.000 kepada pengepul. Akhirnya saya 

ngomong ke Pengepul dan diberikan keringanan untuk membayar hutang 

di musim berikutnya.”
23

  

 

Pak Yono meminta keringanan kepada Bu Kasih supaya diperbolehkan 

untuk membayar hutang pada musim panen depan. Dan Bu Kasih pun tidak 

keberatan dengan permintaan Pak Yono, ia memperbolehkan Pak Yono untuk 

membayar hutang di musim panen depan tetapi syarat yang telah disepakati di 
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awal perjanjian tetap berlaku dan harus dipenuhi Pak Yono di pembayaran pada 

musim panen depan.
24

 

Narasumber yang kedua yaitu Pak AHD, bukan nama aslinya karena untuk 

melindungi privasi narasumber. Beliau merupakan seorang petani di Desa 

Lembeyan Kulon yang pernah meminjam uang kepada Pak Narto untuk 

keperluan menanam padi sebesar Rp. 2.000.000 pada tahun 2019. Seperti biasa di 

awal perjanjian terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh petani/muqtariḍ 

yakni harus membayar hutang dengan hasil panen dan mengurangi harga jualnya 

sebesar Rp. 300 per kilogramnya. Pak  AHD pun sepakat dan akan membayarnya 

pada saat panen tiba. 

Tibalah waktunya musim panen, dan Pak AHD memperoleh hasil panen 

sebanyak ½ ton atau 5 kwintal gabah yang sudah dikeringkan. Namun Hasil 

panen tersebut tidak dibayarkan kepada Pak Narto melainkan dijual kepada orang 

lain.  

“Gabahnya saya jual buat bayar buku lks anak mas sisanya buat 

makan.”
25

 

 

Alasan Pak AHD menjual kepada orang lain adalah ia sedang 

membutuhkan uang untuk membayar kebutuhan sekolah anaknya. Apabila dijual 

kepada Pak Narto, maka ia tidak akan punya keuntungan dan tidak bisa 

membayar kebutuhan sekolah anaknya yang mendesak. Pak AHD mengaku 

terpaksa melakukan hal tersebut. 
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Ketika memasuki musim tanam lagi, Pak AHD kembali kekurangan modal 

karena hasil panen sebelumnya digunakan untuk biaya sekolah anaknya dan 

akhirnya ia meminjam uang tetangganya untuk menanam jagung. Hingga sampai 

panen tiba dan hasilnya dijual untuk digunakan membayar hutang kepada 

tetangganya. Pak AHD mengaku ingin membayar hutangnya kepada Pak Narto. 

“Saya sebenarnya, pengen sekali segera melunasi hutang ke Pak Narto 

mas. Tapi mau bagaimana lagi, saya terpaksa belum melunasinya karena 

terdesak kebutuhan dan terbebani dengan pengurangan harga jual gabah. 

Saya juga belum berani menemui Pak Narto, karena saya benar-benar tidak 

punya hasil panen yang digunakan untuk bayar hutang.”
26

  

 

Akibat perekonomian yang seret ditambah jumlah hutang yang menurutnya 

banyak dan adanya pengurangan harga jual hasil panen membuat Pak AHD 

terbebani dan kesulitan untuk segera melunasi hutangnya.
27
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI HUTANG PIUTANG 

BERSYARAT DI DESA LEMBEYAN KULON KECAMATAN LEMBEYAN 

KABUPATEN MAGETAN 

 

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Hutang Piutang Bersyarat Di Desa 

Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan  

Qarḍ adalah akad yang dilakukan oleh muqriḍ (pemberi hutang) dengan 

muqtariḍ (orang yang berhutang), dimana muqriḍ memberikan barang kepada 

muqtariḍ untuk dipinjam dengan tujuan agar dapat dimanfaatkan barang tersebut 

oleh muqtariḍ, dan barang tersebut harus dikembalikan pada waktu yang telah 

ditentukan dengan bentuk, jenis ataupun jumlah yang sama seperti saat diberikan 

oleh muqriḍ. 

Sejatinya dalam Islam, hutang piutang atau yang disebut dengan qarḍ 

hukumnya adalah boleh. Namun dapat berubah menjadi haram, apabila dalam 

praktiknya terjadi ketidaksesuaian dengan hukum yang mengaturnya. Seperti kita 

ketahui, qarḍ itu merupakan akad tabbaru‟ yaitu akad yang mengutamakan 

tolong-menolong terhadap sesama. Maka dari itu Islam melarang muqriḍ atau 

pemberi hutang, mengambil manfaat atau mengeksploitasi keuntungan pribadi 

terhadap muqtariḍ atau orang yang berhutang, karena termasuk menciderai 

prinsip tabbaru‟ dalam akad qarḍ.  
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Seperti yang dilakukan oleh beberapa masyarakat di Desa Lembeyan 

Kulon, dimana berdasarkan dari hasil penggalian data yang dilakukan oleh 

penulis, mereka juga melakukan akad qarḍ. Akad qarḍ di sana dilakukan oleh 

petani selaku muqtariḍ dengan pengepul selaku muqriḍ. Dikatakan termasuk 

akad qarḍ karena, diawali oleh petani yang membutuhkan modal untuk bercocok 

tanam. Kemudian petani menemui pengepul untuk meminjam uang yang 

dibutuhkan dan digunakan untuk keperluan bercocok tanam. Petani harus 

mengembalikan hutangnya pada pengepul pada saat setelah dia panen. 

Untuk penjelasan mekanisme akad qarḍ yang dilakukan oleh petani dan 

pengepul di Desa Lembeyan Kulon yang lebih rinci berdasarkan fakta-fakta di 

lapangan adalah sebagai berikut:  

1. Seperti penjelasan di atas, akad ini diawali dengan petani yang membutuhkan 

modal usaha untuk keperluan bercocok tanam yang kemudian dia meminjam 

modal usaha tersebut kepada pengepul 

2. Saat mereka bertemu dan melakukan akad, pengepul bersedia memberikan 

pinjaman uang kepada petani dengan syarat pengembalian hutangnya harus 

berupa hasil panen. Tidak hanya itu, tetapi juga terdapat pengurangan harga 

jual hasil panen yang biasanya berkisar antara Rp.300 - Rp. 400 per 

kilogramnya,  sesuai kesepakatan kedua belah pihak 

3. Patokan harga hasil panen disesuaikan dengan harga pasaran saat 

penyerahan/pembayaran kepada pengepul 

4. Pengepul melakukan survey terhadap sawah Petani sebelum memberikan 

uang pinjaman 
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5. Dalam akad ini tidak terdapat jaminan, perjanjian tertulis, dan saksi. Hanya 

mengandalkan kepercayaan masing-masing pihak 

6. Jangka waktu pembayaran biasanya dilakukan ketika setelah petani panen 

(sekitar 2/3 bulan) sesuai kesepakatan 

7. Apabila gagal membayar hutang pada waktu yang telah ditentukan maka 

boleh membayar di musim selanjutnya dengan ketentuan tetap seperti di awal 

perjanjian. 

Setelah melihat dan mendeskripsikan fakta-fakta mengenai akad yang ditemukan 

di lapangan, maka selanjutnya penulis akan menjelaskan hasil analisis hukum 

Islam terhadap fakta-fakta di atas yakni sebagai berikut: 

Untuk pelaksanaan syarat dan rukunnya, ada beberapa yang sudah sesuai 

dengan hukum Islam yaitu terdapat muqriḍ (pengepul) dan muqtariḍ (petani) 

yang tentunya berakal, dan bāligh. Lalu ada juga ijab dan kabul yang dilakukan 

kedua belah pihak di awal akad. Dan harta yang dihutangkan adalah halal dan 

ada takarannya dipasaran/māl mitsilyat. Namun, untuk syarat yang diberikan 

muqriḍ (pengepul) kepada muqtariḍ (petani) berupa syarat yang harus membayar 

hutang dengan hasil panen dan pengurangan harga jual hasil panen di bawah 

pasaran, termasuk melanggar syarat dan prinsip dari qarḍ.   

Seperti penjelasan sebelumnya, qarḍ itu merupakan suatu akad kebajikan 

atau akad yang bersifat sosial. Para pihak dalam melakukan akad tersebut sepakat 

bahwa salah satu pihak akan memberikan bantuan untuk pihak lainnya dengan 
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asas dan sifat tolong-menolong.
1
 Maka dari itu, seharusnya muqriḍ 

mempermudah muqtariḍ ketika menjalankan akad qarḍ sehingga tidak 

menambah beban dari muqtariḍ. Pembayaran yang harus berupa hasil panen 

termasuk membebani muqtariḍ, karena merampas kebebasan muqtariḍ dalam 

membayar akad qarḍ dan bisa menambah beban lagi apabila terjadi gagal panen. 

Dan untuk pengurangan harga jual yang disyaratkan pengepul di awal 

perjanjian, termasuk dalam golongan syarat fāsid yang mufsid, yaitu klausul yang 

disyaratkan dalam akad qarḍ yang memberikan keuntungan sepihak muqriḍ saja. 

Seperti memberikan pinjaman hutang dengan syarat mengembalikan dengan nilai 

lebih. Klausul demikian bisa membatalkan akad (mufsid) dan termasuk ribā 

qarḍ.  

لِ  ٌ  بلِيلِرغْ فَفَ غْ   لِ شَّفَا    رِّلِ فَ  لِ   يشَّ غْ لِ  فَاافَ ءفَبغْيرُ  للَّشَّلِ مفَعغْنفَاارُ   لِرغْ فَ

“Sesungguhnya ribā bisa terjadi dalam hutang piutang.” Abdullah 

berkata, “maksudnya adalah satu dirham dengan dua dirham.”
2
 

 

Di samping itu, klausul demikian juga termasuk syarat yang menyalahi 

prinsip akad qarḍ yang memang di awal di khususkan sebagai akad tolong-

menolong. Dan akad qarḍ hukumnya batal apabila muqriḍ mengambil 

keuntungan sepihak yang disyaratkan di awal perjanjian.
3
Namun apabila 

penambahan diberikan ketika membayar hutang tanpa syarat, maka itu 

                                                      
1
 Ridwan Nurdin, Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya), (Banda Aceh: 

Yayasan PeNA, 2014), 90. 
2
 Lidwa Pusaka, Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam Software, (Jakarta: Lidwa Pusaka, 2010), 

Darimi, No. 2467. 
3
 Ibid. 
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diperbolehkan dan termasuk pembayaran yang baik
4
. Seperti yang dikemukakan 

hadis di bawah ini. 

يفَ  للَّشَّرُ ءفَ غْهرُ  ابلِ بٍ رفَضلِ عفٌَ  ءفَنغْ مُرُفَارلِببٍ ءفَنغْ جفَ ثيُفَنفَا ملِسغْ بلِتٌ حفَيشَّ ثيُفَنفَا ثَفَ حفَيشَّ
يلِ  يُفَ فَ فَا  لِ  فَ فَ  فَ لِ  فَسغْ لِ

شَّ  فَلشَّ   للَّشَّرُ ءفَ فَ غْهلِ  فَ فَلشَّ فَ  لِ  ا   فَ يُفَ غْترُ   نشَّ لِ
 

Telah menceritakan kepada kami Thābit telah menceritakan kepada 

kami Mis’ar  dari Muḥārib dari Jābir raḍiyallahu anhu berkata, “Aku 

menemui Nabi ṣallāllahu alayhi wasallam saat beliau berada di masjid, 

lalu beliau membayar hutangnya kepadaku dan memberi lebih 

kepadaku.
5
 

 

Kemudian untuk waktu tempo pembayarannya sudah sesuai dengan 

ketentuan syariah, karena dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang 

biasanya dibayarkan setelah musim panen. Menurut mayoritas Ulama, bahwa 

tidak sah mensyaratkan adanya tempo dalam akad qarḍ dan tidak mengharuskan 

hal itu. Hal ini karena akad qarḍ merupakan hutang secara kondisional. 

Sedangkan kondisi tidak dapat dibatasi waktu sehingga syarat adanya tempo 

tidak sah dan tidak harus dilakukan.
6
 Jadi, akad hutang piutang bersyarat di atas 

tidak sesuai dengan syariah karena melanggar prinsip tabbaru‟ dalam qarḍ serta 

termasuk dalam golongan syarat fāsid yang mufsid sehingga menyebabkan akad 

hutang piutang batal dan menjadi ribā yang tentu saja haram. 

                                                      
4
Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, Ensiklopedia Fiqih Muamalah, terj. Miftahul 

Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), 163. 
5
 Lidwa Pusaka, Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam Software, (Jakarta: Lidwa Pusaka, 2010), 

Bukhari, No. 2413. 
6
 Ibid., 165. 
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B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Hutang Piutang 

Bersyarat Di Desa Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten 

Magetan  

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, penulis menemukan fakta bahwa 

dalam akad hutang piutang yang dilakukan Petani dan Pengepul di Desa 

Lembeyan Kulon terdapat masalah wanprestasi/cedera janji di dalamnya. 

Wanprestasi adalah suatu hak kebendaan yang dikarenakan kelalaian atau 

kesalahan salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah 

ditentukan dalam kontrak. Bentuk-bentuk wanprestasi yaitu: 

1. Tidak memenuhi wanprestasi sama sekali 

2. Memenuhi prestasi tetapi tidak dapat pada waktunya 

3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru
 7

  

Termasuk dalam jenis wanprestasi karena sudah memenuhi unsur-unsur 

wanprestasi. Indikasi utamanya yakni, petani/muqtariḍ gagal membayar hutang 

pada waktu yang telah disepakati bersama dengan pengepul/muqriḍ (petani tidak 

dapat memenuhi prestasinya sesuai perjanjian). Dan tidak sepenuhnya 

disebabkan oleh tidak adanya jaminan, perjanjian tertulis, dan saksi seperti yang 

disampaikan Pak Narto pada wawancara sebelumnya, tetapi lebih dominan ke 

bentuk wanprestasi yang disebabkan oleh gagal panen atau terdesak kebutuhan 

hidup.  

 

                                                      
7
 Lukman Santoso Az, Hukum Perikatan Teori Hukum dan Tekhnik Pembuatan Kontrak, 

Kerja Sama dan Bisnis, (Malang: Setara Press, 2016), 76. 
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Berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan, terdapat 2 bentuk 

wanprestasi hutang piutang yang terjadi di Desa Lembeyan Kulon. Pertama, 

wanprestasi yang mana petani memberi kejelasan kepada pengepul. Maksudnya 

ketika tidak mampu membayar hutang karena gagal panen, petani menjelaskan 

dan meminta keringanan waktu pembayaran kepada pengepul secara langsung. 

Kedua, wanprestasi yang mana petani tidak memberi kejelasan terhadap 

pengepul, padahal dia sudah mampu membayar hutang tetapi karena terdesak 

kebutuhan maka terpaksa tidak dibayarkan. Sehingga tidak tau pasti kapan 

hutang tersebut dibayarkan.  

Dalam Islam, apabila sudah mampu sebaiknya penghutang wajib segera 

membayar hutangnya sebelum meninggal dunia agar tidak meninggal dunia 

dalam keadaan masih menanggung beban hutang sedangkan bagi pemberi hutang 

sebaiknya memberi tenggang waktu kepada orang yang kesulitan membayar 

hutangnya.
8
 Pihak muqtariḍ bila sudah mampu membayar pinjaman, hendaknya 

dipercepat pembayaran hutangnya karena lalai dalam pembayaran hutang berarti 

berbuat zalim.
9
 Jadi membayar hutang itu adalah wajib, seperti hadis di bawah 

ini. 

  يُرُ غْ فَ رُ  لِلللشَّ لِ يلِ  رُ لُّ  فَ غْ بٍ  لِ شَّ  يشَّ غْ فَ 
 

                                                      
8
 Ibid., 172. 

9
 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012), 333. 



71 

 

 

“Seorang yang mati syahid akan diampuni segala dosa-dosanya kecuali 

hutang.”
10

 
Dan apabila tidak mampu membayar, karena merasa lemah membayar hutangnya 

hendaknya bersungguh-sungguh membayar hutangnya.
11

  

Seperti yang dijelaskan pada hadis di bawah ini : 

ابٍ  ثيُفَنفَا  رُلفَ غْمفَانرُ بغْ رُ بلِلَفَ يلُّ حفَيشَّ رُ فَ غْسلِ ثيُفَنفَا عفَبغْيرُ   غْعفَزلِ زلِ بغْ رُ عفَبغْيلِ  للَّشَّلِ  لْغْ حفَيشَّ
يفَ  للَّشَّرُ عفَنغْهرُ عفَ غْ  عفَ غْ ثيُفَوغْرلِ بغْ لِ  فَ غْيبٍ عفَ غْ  فَبِلِ   غْ فَ غْثلِ عفَ غْ  فَبِلِ  رُ فَ يُغْ فَةفَ رفَضلِ
ا  رِّلِ  فَلشَّ   للَّشَّرُ عفَلفَ غْهلِ  فَ فَلشَّ فَ  فَاافَ مفَ غْ  فَخفَذفَ  فَمغْوفَ افَ   نشَّاسلِ  رُ لِ يرُ  فَ فَ ءفَ فَ   نشَّ لِ

ا  فَ يُغْلفَ فَهرُ  للَّشَّرُ    فَ شَّ   للَّشَّرُ عفَنغْهرُ  فَمفَ غْ  فَخفَذفَ  رُ لِ يرُ  لِ غْلَفَ يُفَ فَ
 

Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah Al 

Uwaisiy telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Tsaur 

bin Zaid dari Abu Al Goits dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari 

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang mengambil 

harta manusia (berhutang) disertai maksud akan membayarnya maka 

Allah akan membayarkannya untuknya, sebaliknya siapa yang 

mengambilnya dengan maksud merusaknya (merugikannya) maka Allah 

akan merusak orang itu". (HR. Bukhari).
12

 

Namun apabila Muqtariḍ benar-benar sudah tidak mampu membayar 

hutangnya maka Muqriḍ berkewajiban membebaskan hutangnya. Hal tersebut 

bertujuan untuk membantu Muqtariḍ mengurangi beban finansialnya. Tidak 

hanya itu, tetapi juga sebagai esensi bahwa qarḍ merupakan akad tabarru‟ yang 

memiliki tujuan saling tolong-menolong terhadap sesama. 

                                                      
10

 Lidwa Pusaka, Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam Software, (Jakarta: Lidwa Pusaka, 

2010), Muslim, No. 3498. 
11

 Panji Adam, Fikih Muamalah Maliyah Konsep, Regulasi, dan Implementasi, (Bandung: 

PT Refika Aditama, 2017), 244. 
12

 Lidwa Pusaka, Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam Software, (Jakarta: Lidwa Pusaka, 

2010), Bukhari, No. 2212. 
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Analisis hukum Islam terhadap masalah wanprestasi dalam hutang piutang 

bersyarat sebagai berikut: 

Pertama untuk sikap pengepul terhadap wanprestasi, berdasarkan fakta di 

lapangan pengepul di Desa Lembeyan Kulon tidak akan memberi sanksi kepada 

petani yang gagal membayar hutang tetapi justru memberikan keringanan 

tambahan waktu pembayaran berdasarkan kesepakatan bersama. Asalkan ber-

itikad baik dengan mengatakan jujur kepada pengepul. Sikap pengepul tersebut 

sudah sesuai dengan ketentuan Islam, karena memberi tenggang waktu kepada 

orang yang kesulitan membayar hutang merupakan suatu keharusan yang 

dianjurkan syari’at Islam, Allah Swt berfirman pada Al-Qur’ān Surat Al-Baqarah 

ayat 280 yang berbunyi:
13

 

                           

    14   
Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, Maka 

berilah tangguh waktu sampai Dia memperoleh kelapangan. dan jika 

kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”
15

 
 

Oleh karena itu, seorang yang memberi hutang kepada orang lain 

seyogyanya memberinya tenggang waktu jika ia masih dalam kesulitan, karena 

qarḍ merupakan transaksi irfaq (memberi manfaat) dan meringankan kesusahan 

kaum muslimin.
16

  

                                                      
13

 Ibid., 171. 
14

 Al-Qur’ān, 2: 280. 
15

Departemen Agama RI, Al-Qur‟ān dan Terjemahannya, (Surakarta: Media Insani 

Publising, 2007), 47. 
16

 Ibid. 
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Kedua, untuk wanpestasi yang mana petani membayar hutang tidak sesuai 

dengan jatuh tempo yang telah disepakati, sudah sesuai dengan ketentuan syariah 

terutama dalam etika hutang piutang dalam Islam, karena petani sudah meminta 

keringanan waktu pembayaran akibat gagal panen kepada pengepul (transparan) 

dan tetap membayarkan hutangnya sesuai kesepakatan bersama Pengepul atau 

ber-itikad baik untuk tetap membayarkan hutang (sesuai hadis Bukhari No. 2212 

di atas). Jika dilihat dari teori wanprestasi, Petani dan Pengepul menyelesaikan 

masalah wanprestasi dengan musyawarah dan berakhir dengan kesepakatan baru. 

Ketiga, untuk kasus wanprestasi dimana hasil panen yang seharusnya 

dibayarkan pada waktu yang telah disepakati, sengaja tidak dibayarkan kepada 

Pengepul karena digunakan untuk kebutuhan lain, termasuk sudah sesuai dengan 

ketentuan syariah karena, Pengepul sudah mengikhlaskan harta yang dihutangkan 

kepada Petani. Dibuktikan dengan Pengepul yang tidak mengejar ataupun 

menagih kepada Petani dan cenderung membiarkannya sampai sekarang. Dalam 

Islam apabila Muqtariḍ sudah benar-benar tidak mampu membayar hutangnya, 

maka Muqriḍ harus ikhlas membebaskan hutangnya Muqtariḍ. Hal ini sebagai 

bentuk bahwa esensi sesungguhnya akad qarḍ merupakan akad tabarru‟ atau 

tolong menolong terhadap sesama. Hal tersebut sudah tercermin pada sikap 

Pengepul yang sudah membiarkan atau membebaskan hutang milik Petani. Jadi 

untuk penyelesaiannya, bahwa hutang petani lunas karena dibebaskan oleh 

Pengepul.
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Lembeyan Kulon beserta analisis 

hukum Islam terhadap praktik hutang piutang bersyaratnya, maka dapat diambil 

kesimpulan: 

1. Akad hutang piutang bersyarat yang dilakukan oleh petani dan pengepul di 

Desa Lembeyan Kulon termasuk melanggar prinsip tolong-menolong dalam 

akad qarḍ. Karena membebani dan merampas kebebasan petani dalam 

melakukan pembayaran hutang. Dan untuk syarat pengurangan harga jual 

hasil panen, termasuk syarat fāsid  yang mufsid  sehingga dapat membatalkan 

akad dan menjadi ribā qarḍ. Jadi, secara tegas praktik hutang piutang 

tersebut dilarang dalam Islam dan hukumnya menjadi haram untuk 

dilakukan. 

2. Wanpestasi yang mana petani membayar hutang tidak sesuai dengan jatuh 

tempo yang telah disepakati, sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Karena 

ada itikad baik Petani untuk tetap berusaha membayar hutangnya. Lalu 

wanprestasi dimana hasil panen yang seharusnya dibayarkan pada waktu 

yang telah disepakati, sengaja tidak dibayarkan kepada Pengepul karena 

digunakan untuk kebutuhan lain, termasuk sudah sesuai dengan ketentuan 

syariah. Karena hutang tersebut dibebaskan oleh Pengepul. 
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B. Saran 

1. Supaya pengepul di awal perjanjian tidak mensyaratkan pembayaran hutang 

yang harus berupa hasil panen. Karena qarḍ merupakan akad tolong-

menolong yang seharusnya meringankan beban muqtariḍ. Maka dari itu, 

biarkan petani membayar hutang sesuai yang dia inginkan dan dianggap itu 

mudah baginya. Hal tersebut sudah termasuk meringankan bebannya. Tapi 

tetap pembayarannya harus senilai dengan yang dihutangkan muqriḍ, terdapat 

takarannya dipasaran dan halal. 

2. Supaya pengepul di awal perjanjian tidak mensyaratkan pengurangan harga 

jual hasil panen untuk pembayaran hutangnya. Walaupun pengurangan harga 

jual hanya berkisar Rp. 300-Rp.400/Kg, tapi apabila jumlah hutangnya 

banyak maka nominalnya pun semakin besar. Mengambil manfaat dari 

hutang piutang termasuk ribā. Maka dari itu, hilangkan praktik tersebut 

supaya terhindar dari harta yang haram. 

3. Untuk petani yang wanprestasi atau gagal membayar hutang karena terdesak 

kebutuhan, harus segera memberikan kejelasan kepada pengepul supaya 

mendapatkan keringanan. Jangan, tidak memberikan kejelasan pembayaran 

hutang kepada pengepul, karena hutang itu wajib dibayarkan apabila sudah 

mampu membayarkannya. 
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